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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini 

berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. 

1. Konsonan 

No Arab Latin 

 

No Arab Latin 

 Tidak ا 1

dilambangkan 
 Ṭ ط 16

 Ẓ ظ B 17 ب 2

 ‘ ع T 18 ت 3

 G غ Ṡ 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق Ḥ 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م Ż 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 ' ء Sy 28 ش 13

 Y ي Ṣ 29 ص 14

    Ḍ ض 15

 

2. Vokal pendek    3. Vokal panjang 

 
 
ب   a = أ

 
ت
 
ا   kataba ك

 
ال   ā = ئ

 
  qāla ق

ل   i = إ   ي     su'ila سُئ  ل   ī = ئ  ي   qīla ق 

 
ُ
بُ  u = أ ه 

 
ذ و    yażhabu ي 

ُ
لُ  ū = ئ و 

ُ
ق  yaqūlu ي 

4.  Diftong 

ي  
 
  ai = ا

 
ف ي 

 
 kaifa ك

و  
 
ل   au = ا و   ḥaula ح 

5.  Kata sandang Alif+Lam 

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan 

menjadi = al 

ن م  ن  al-Rahmān = الرَّح  ي   
 
الَ ع 

 
 al-‘Ālamīn = ال
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MOTTO 

 

 
نَااتقَْرَبوُااوَلاَ شَة ااكَاناَاإِّنَّهُااالز ِّ سَبِّيل ااوَسَاءاَافاَحِّ  

 

“ Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, 

dan suatu jalan yang buruk.” (QS Al-Isra’ ayat 32)1 

 

  

                                                           
1 Soenarjo, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 1979), hlm. 356 
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ABSTRAK 

Wali merupakan salah satu rukun nikah. Pernikahan tidak sah tanpa 

adanya wali. Meskipun kehadiran wali penting dalam sebuah pernikahan, namun 

wali juga tidak bisa memaksa wanita untuk menikahi laki-laki pilihannya. 

Persetujuan wanita tetap diperlukan dalam pengambilan keputusan pernikahan 

Nabi Saw melarang pernikahan yang wali tidak meminta ijin terlebih dahulu. 

Dalam tradisi hukum Islam persetujuan wanita dibedakan menjadi dua: perawan 

dan janda. Jumhur ulama sepakat bahwa persetujuan janda adalah dengan 

mengatakannya secara langsung. Sedangkan persetujuan perawan adalah cukup 

dengan diamnya.  

Perbedaan pendapat terjadi terhadap wanita yang pernah berzina, apakah 

persetujuannya adalah dengan diamnya mengingat ia belum pernah melakukan 

akad nikah dan mengarungi kehidupan rumah tangga, ataukah persetujuan wanita 

zina tadi adalah dengan mendengar jawabannya secara langsung mengingat ia 

pernah melakukan hubungan seksual yang itu merupakan salah satu tujuan akad 

pernikahan. Dua Imam besar Islam yaitu Imam Syafi‘i dan Imam Abu Hanifah 

berbeda pendapat dalam hal status perijinan wanita pezina. Oleh karena itu, dalam 

skripsi ini penulis tertarik membahas pendapat Imam Syafi‘i dan Imam Abu 

Hanifah dalam masalah bentuk-bentuk perizinan wanita pezina dalam pernikahan. 

Tidak hanya memaparkan pendapat dari kedua Imam tersebut, tetapi penulis juga 

mencoba menggali metode istinbāṭ yang digunakan oleh keduanya atas 

pendapatnya masing-masing. Kemudian penulis juga membahas bagaimana 

relevansi perijinan wanita pezina terhadap hukum Islam di Indonesia.  

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian dokumen (library 

research). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik 

dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut 

penulis analisa dengan metode deskriptif-analisis.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi‘i 

mengenai status wanita pezina adalah sebagaimana janda, yaitu persetujuannya 

adalah dengan mengatakan secara langsung. Metode istinbāṭ yang digunakan 

Imam Syafi‘i adalah hadis yang menyatakan bahwa wanita hanya ada dua, gadis 

dan janda. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah status wanita pezina adalah sama 

dengan perawan. Oleh karena itu perijinannya adalah dengan diam. Metode 

istinbāṭ yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah hadis yang menyatakan 

perawan mempunyai rasa malu yang besar.  

Pendapat Imam Syafi‘i menurut penulis adalah pendapat yang relevan 

dengan hukum Islam di Indonesia untuk memperjelas status wanita yang pernah 

pezina agar pihak laki-laki yang akan melamar sudah mengetahui terlebih dahulu 

bahwa calon mempelainya sudah tidak perawan, 

Kata kunci : Perawan, janda, perizinan dan metode istinbāṭ 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Wali merupakan salah satu rukun nikah. Pernikahan tidak sah tanpa adanya 

wali. Pernikahan bukan hanya ikatan untuk mempersatukan dua anak manusia 

saja, melainkan mempersatukan dua keluarga yang berbeda. Hukum Islam 

mengatur tentang kewajiban adanya wali dalam pernikahan adalah sebagai 

tindakan pencegahan dari suatu hal yang tidak diinginkan oleh kedua mempelai.2  

Allah berfirman dalam surat al-Nur ayat 32: 

اُ مُااللََّّ كُمْاوَإِّمَائِّكُمْاإِّنْايكَُونوُاافقَُرَاءَايغُْنِّهِّ باَدِّ نْاعِّ ينَامِّ الِّحِّ نْكُمْاوَالصَّ حُوااالْْيَاَمَىامِّ اوَأنَْكِّ نهِّهِّ ْْ ننْافَ مِّ

عٌاعَهِّيماٌ اُوَاسِّ  .وَاللََّّ

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin 

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha 

Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.3 

Berkaitan dengan ayat di atas, Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitabnya, 

Fiqh al-Sunah, sebagai berikut: 

وَاجَالَا االزَّ اوَإِّلَىاأنََّ اغَيْرَهَا، اوَلَ انَفْسَهَا جُ ِّ الَتزَُو  االْمَرْأةََ اإِّلَىاأنََّ االْعهَُمَاءِّ نَ امِّ اكَثِّيْرٌ ايَنْعَقِّ ُاُذهََبَ

االْعاَقِّ ُاَهُوَاالَْوَلِّي ا ،اوَأنََّ االْعَقْ ُِّ ةِّ حَّ لَيَةاَشَرْطٌافِّياصِّ االْوِّ باَرَتِّهَا،اإِّذاَأنََّ  4.بِّعِّ

Artinya: Jumhur ulama memilih bahwasanya wanita tidak dapat menikahkan 

dirinya sendiri dan orang lain. Bahwasanya pernikahan itu tidak dapat 

terjadi dengan mengabaikan wali, karena perwalian merupakan syarat 

dalam sah akad dan bahwasanya orang yang mengakadkan adalah wali. 

Peran wali dalam suatu pernikahan sangat penting. Nabi Saw. bahkan 

menyebutkan bahwa tidak sah nikah tanpa wali. Nabi Saw bersabda: 

                                                           
2Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: UI Press, 1986, h. 47. 
3Departemen Agama RI, al-Qurán dan Terjemahannya, Semarang: Toha Putra, 1989, h. 541. 
4Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Bairut: Daar al-Kitab al-Arabiah, 1977, juz 2, h. 125. 
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اقاَلَ:ا اأبَِّيهِّ اعَنْ اأبَِّيابرُْدةََ، اأبَِّياإِّسْحَاقَ،اعَنْ اإِّسْرَائِّيلَ،اعَنْ ،اعَنْ حْمَنِّ االرَّ يعٌ،اوَعَبْ ُُ اوَكِّ حَ َُّثنَاَ

ابِّوَلِّي  ا اوَسَهَّمَ:ا"الَانِّكَاحَاإِّلَّ  5.قاَلَارَسُولُااللهِّاصَهَّىااللهاُعَهيَْهِّ

Artinya: telah menceritakan kepada kami Waki’ dan Abd al-Rahman, dari Israil, 

dari Abi Ishak, dari Abi Burdah, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah 

Saw bersabda: “tidak (sah) nikah kecuali dengan wali.  

Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwa pernikahan tidak sah tanpa 

adanya wali. Apabila pernikahan tanpa wali sudah berlangsung, maka pernikahan 

tersebut adalah batal. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw: 

ا امُوسَننى،اعَنننِّ ننرَيْن ،اعَنننْاسُننهَيْمَانَابْنننِّ ُُ ،اأاَْبَرَنَننااسُننفْياَنُ،اأاَْبَرَنَننااابْنننُا نن ُاُبْنننُاكَثِّيننر  حَنن َُّثنَاَامُحَمَّ

اوَسَنهَّمَ:ا ِّاصَنهَّىااللهاُعَهَيْنهِّ ِّ،اعَنْاعُرْوَةَ،اعَنْاعَائِّشَةَ،اقاَلَتْ:اقاَلَارَسُولُااللََّّ ي  هْرِّ أيَ مَنااامْنرَأةَ ا»الز 

لاٌنكََحاَ امَوَالِّيهَا،افَنِّكَاحُهَااباَطِّ اإِّذْنِّ ا«تْابِّغَيْرِّ ات  فإَِّنْاداََلَابِّهَاافاَلْمَهْرُالَهَناابِّمَنااأصََناَ ا»،اثلََثَامَرَّ

الَهُا امَنْالَاوَلِّيَّ رُواافاَلس هْطَانُاوَلِّي  َُ نْهَا،افإَِّنْاتشََا  6.مِّ

Artinya: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah 

mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibn 

Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia 

berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Siap saja perempuan yang menikah 

tanpa ijin wali, maka pernikahannya batal- Nabi Saw mengulangi itu 

sampai tiga kali-. Apabila laki-laki sudah mencampurinya maka ia wajib 

membayar mahar karena sesuatu yang telah ia dapatkan darinya. Apabila 

mereka berselisih, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak 

mempunyai wali. 

Meskipun kehadiran wali menjadi penting dalam sebuah pernikahan, namun 

wali juga tidak bisa memaksa wanita untuk menikahi laki-laki pilihannya. 

Persetujuan wanita tetap diperlukan dalam pengambilan keputusan pernikahan. 

Nabi Saw melarang pernikahan yang wali tidak meminta ijin terlebih dahulu. 

ي يَّاابْنُاأبَِّياإِّسْحَاقَ،اوَأبَوُاسَعِّ االْحَافِّظُ،اوَأبَوُازَكَرِّ االلهِّ االْفَقِّيهُ،اوَأبَوُاعَبْ ُِّ ر  اأبَوُاطَاهِّ ابْنُاأاَْبَرَناَ ُِّ 

االْحَكاَ اعَبْ ُِّ االلهِّابْنِّ امُحَمَّ ُاُبْنُايعَْقوَُ ،اثناامُحَمَّ ُاُبْنُاعَبْ ُِّ و،اقاَلوُا:اثنااأبَوُاالْعَبَّاسِّ ،اثنااأبَِّياعَمْر  مِّ

جَاابْنةََا اابْنَاعُمَرَاتزََوَّ ا,اأنََّ ،اعَنْاناَفِّع  احُسَيْن  ئبْ ،اعَنْاعُمَرَابْنِّ اأبَِّياذِّ اابْنِّ ،اعَنِّ اابْنُاأبَِّياف ُُيَْك 

                                                           
5Ahmad bin Hambal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal, t.k: Muássisah al-Risalah, 

2001, juz 32, h. 280. 
6Abu Dawud, Sunan Abui Dawud, Bairut: al-Maktabah al-Isriah, t.th, juz 2, h. 229. 
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اوَسَهَّمَ،افَقاَلَتْ:اإِّا ِّاصَهَّىااللهُاعَهَيْهِّ هَااإِّلَىاالنَّبِّي  اقاَلَ:افذَهََبَتْاأمُ  امَظْعوُن  اعُثمَْانَابْنِّ اابْنَتِّيااَالِّهِّ نَّ

االْيَتاَماَ حُوا اتنُْكِّ قهََا،اوَقاَلَ:ا"الَ ايفُاَرِّ اأنَْ اوَسَهَّمَ اعَهيَْهِّ اصَهَّىااللهُ االنَّبِّي  اذلَِّكَ،افأَمََرَهُ ىاحَتَّىاتكَْرَهُ

يرَةاُباْ االلهِّاالْمُغِّ هَاابعَْ ُاَعَبْ ُِّ َُ ا"،افَتزََوَّ ،افإَِّنْاسَكَتنَْافهَُوَاإِّذْنهُُنَّ رُوهُنَّ  7.نُاشُعْبةََاتسَْتأَمِّْ

Artinya: telah mengabarkan kepada kami Abu Thahir al-Faqih, Abu Abdillah al-

Khafidz, Abu Zakaria bin Abi Ishak, Abu Saíd bin Abi Ámr, mereka 

berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Abbas Muhammad bin 

Ya’qub, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin 

Abd al-Hakim, telah menceritakan kepada kami Ibn Abi Fudaik, dari Ibn 

Abi Dzi’b, dari Umar bin Husain, dari Nafi’ bahwasanya Ibn Umar 

menikahkan anak perempuan pamannya kepada Ustman bin Madzún, 

Nafi’berkata: kemudian ibunya pergi menemui Nabi Muhammad Saw, 

ibunya berkata: Änakku terpaksa melakukan demikian”. Nabi Saw 

kemudian menyuruhnya memisahkan putrinya dan bersabda: ”Janganlah 

kalian semua menikahkan anak yatim sehingga kalian meminta 

pertimbangannya. Apabila ia diam, maka diam itu merupakan izinnya”. 

Maka Nabi menikahkan wanita itu setelahnya dengan Abdillah al-

Mughirah bin Syu’bah. 

Persetujuan wanita sangat penting karena bagaimanapun dia sendiri lah 

yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam tradisi hukum Islam persetujuan 

wanita dibedakan menjadi dua. Wanita yang masih perawan dan janda 

persetujuaanya berbeda. Janda sudah mempunyai hak atas dirinya sendiri 

dibandingkan ketika statusnya masih perawan. Persetujuan janda adalah dengan 

mengatakannya secara langsung. Sedangkan persetujuan perawan adalah cukup 

dengan diamnya. Nabi Saw bersabda: 

عَا ،اسَمِّ لِّ ْْ االْفَ االلهِّابْنِّ ،اعَنْاعَبْ ُِّ اسَعْ ُ  ابْنِّ ياَدِّ ،احَ َُّثنَاَاسُفْياَنُ،اعَنْازِّ ي ُ  ابْنُاسَعِّ
ناَفِّعَاحَ َُّثنَاَاقتُيَْبةَُ

االنَّا ،اأنََّ اعَبَّاس  اابْنِّ ،ايخُْبِّرُاعَنِّ بَيْر  ُُ اوَسَهَّمَاقاَلَ:ابْنَا اصَهَّىااللهاُعَهَيْهِّ نْا»بِّيَّ هَاامِّ ابِّنفَْسِّ الثَّي ِّبُاأحََق 

ي ِّهَا،اوَالْبِّكْرُاتسُْتأَمَْرُ،اوَإِّذْنهَُااسُكُوتهَُا وَلِّ
8 

Artinya: telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Saíd, telah menceritakan 

kepada kami Sufyan, dari Ziad bin Saíd, dari Abdullah bin al-Fadhl, 

Nafi’bin Jubair telah mendengar, ia mengabarkan dari Ibn Abbas, 

bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Janda lebih berhak atas dirinya 

dari pada walinya. Perawan dimintai konsultasi.Ijinnya adalah diamnya. 

                                                           
7Al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiah, 2003, juz 4, h. 195. 
8Muslim, Shahih Muslim, Bairut: Daar al-Turats al-Arabi, t.th, juz 2, h. 1037.  
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Berdasarkan hadis tersebut, baik gadis maupun janda sebenarnya sama-

sama dimintai persetujuaannya terlebih dahulu oleh wali. Jumhur ulama juga 

sepakat bahwa persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya, sedangkan 

janda tidak.  Perbedaan pendapat baru terjadi terhadap wanita yang pernah 

berzina, apakah persetujuannya adalah dengan diamnya mengingat ia belum 

pernah melakukan akad nikah dan mengarungi kehidupan rumah tangga, ataukah 

persetujuan wanita tadi adalah dengan mendengar jawabannya secara langsung 

mengingat ia pernah melakukan hubungan seksual yang itu merupakan salah satu 

tujuan akad pernikahan itu sendiri. Dalam hal ini ada dua pendapat yang saling 

bertentangan. 

Pertama, pendapat Imam al-Syafi’í Rahimakumullah. Menurut beliau, 

wanita yang sudah pernah berzina dianggap sudah janda. Oleh karena itu wali 

tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuan darinya. 

اكَانتَْاباَلِّغ ااأوَْاغَيْرباَلِّغ اكَانَتْاثيَ ِّب االاَ
يرَة  ن ااصَغِّ اأوَْازِّ يح اأوَْافاَسِّ ُ  عَتْابِّنِّكَاح اصَحِّ ومِّ ُُ يكَُونُااوَإِّذاَا

ابِّإِّا يجُهَااإلَّ  9.ذْنِّهَالِّلَْْ ِّاتزَْوِّ

Artinya: Ketika wanita sudah dijimak dengan nikah yang sah maupun rusak, atau 

zina, baik masih kecil maupun sudah baligh atau selain baligh, maka ia 

sudah menjadi janda yang bagi bapak tidak berhak menikahkan tanpa 

seizinnya. 

Pendapat Imam al-Syafi’í ini didukung oleh kalangan Hanabilah 

diantaranya oleh al-Bahuti al-Hanbali melalui perkataannya: 

ابكَارَة ابعَْ ُاَوَطْئِّهَااالْكَلَمُ. ن ااأوَْامَعَاعَوْدِّ اوَلوَْاكَانَاوَطْأهََاازِّ افِّياقبُلُ   10وَإِّذْنُاثيَ ِّب ابِّوَطْء 

Artinya: dan izinnya janda sebab sudah disetubuhi, meskipun dengan zina, atau 

bersamaan dengan kembalinya keperawanan setelah disetubuhi, adalah 

dengan perkataannya. 

                                                           
9Al-Syafií, al-Umm, Bairut: Daar al-Ma’rifah, 1990, juz 5, h. 19. 
10al-Bahuti al-Hambali, Syarah Muntaha al-Iradat, t.tp: Alam al-Kutub, 1993, juz 2, h. 636. 
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Kedua, pendapat Imam Abu Hanifah menganggap status wanita tersebut 

adalah perawan. Oleh karena itu apabila ia dilamar persetujuannya adalah dengan 

diamnya. Dalam al-mabsūṭ, al-Sarkhasi berkata: 

نْ ُاَأبَِّياحَنِّيفةَاَ ينِّاعِّ نْ ُاَالتَّزْوِّ ااإذاَازَنَتْايكُْتفََىابِّسُكُوتِّهَااعِّ اُتعَاَلَىا-فأَمََّ مَهاُاللََّّ  11رَحِّ

Artinya: Adapun apabila ia (wanita) berzina, cukup diamnya (sebagai persetujuan) 

ketika akan dinikahkan menurut Abu Hanifah- Rahimakumullah-.                                                                                                                        

Pendapat Imam Abu Hanifah ini didukung oleh kalangan Malikiyyah, 

diantaranya adalah pendapat al-Shawi al-Maliki yang berbunyi: 

االْحَياَ هْباَُ  ُِّ ا احَتَّىازَالَ ناَ االز ِّ نْهَا امِّ رَ اتكََرَّ اوَلَوْ ن ا ابِّزِّ ابهَغََتْاوَزَالَتْابكَارَتهَُا ابِّأنَْ اكَبِّرَتْ اعَنْاأوَْ ءِّ

بْرُهَا َُ نْهاُفهََهاُ هَا،اأوَْاوَل َُتَْامِّ هِّ ُْ وَ
12 

Artinya: atau wanita itu sudah besar, yakni baligh, dan keperawanannya hilang 

karena zina, meskipun berulang kali, sehingga hilang rasa malu dari 

wajahnya, atau ia melahirkan, maka bagi wali boleh memaksanya. 

Dalam pendapat al-Shawi di atas dapat dipahami bahwa wanita yang pernah 

berzina dalam hal perizinannya dianggap sebagaimana wanita yang masih 

perawan dikarenakan bagi wali boleh memaksanya, yang mana hal ini adalah 

kebijakan wali untuk wanita yang masih perawan. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16  juga disebutkan: 

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai 

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan 

tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga 

berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas. 

Apabila dilihat secara sekilas, pasal yang diadopsi oleh KHI merupakan 

penggabungan antara dua pendapat Imam al-Syafi’í dan Imam Abu Hanifah di 

atas, tanpa memperhitungkan status wanita tersebut masih perawan atau sudah 

                                                           
11al-Sarkhasi, al-mabsūṭ, (Bairut: Daar al-Ma’rifat, 1993), juz 5, hal 7. 
12 Al-Shawi al-Maliki, Hasyiyah al-Shawi, t.tp: Daar al-Maarif, t.th, juz 2, h. 354. 
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janda. Mengingat di Indonesia mayoritas bermazhab Syafií, menarik kiranya 

pendapat Abu Hanifah juga diakomodir di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis 

tertarik mempelajari masalah ini lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk 

skripsi. 

Alasan penulis memilih tema ini adalah karena makin banyaknya kasus zina 

yang terjadi di dalam masyarakat, dan masyarakat tidak sadar akan perubahan 

status dalam hal persetujuan wanita yang pernah melakukan zina. Sedangkan 

alasan penulis memilih Imam al-Syafií dan Imam Abu Hanifah adalah selain 

karena pendapat mereka berbeda, juga karena keduanya merupakan mujtahid 

muthlaq dalam mazhab yang didirikannya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana istinbāṭ Imam al-Syafi’í dan Imam Abu Hanifah terhadap 

persetujuan wanita pezina dalam pernikahan? 

2. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi’í dan Imam Abu Hanifah tentang 

persetujuan nikah bagi wanita yang pernah berzina terhadap hukum Islam di 

Indonesia? 

   

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pendapat istinbāṭ Imam al-Syafií dan Imam Abu Hanifah 

terhadap persetujuan wanita pezina dalam pernikahan. 

2. Untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafií dan Imam Abu Hanifah tentang 

persetujuan wanita pezina dalam pernikahan terhadap hukum Islam di 

Indonesia 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penulis khususnya 

dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang istinbāṭ hukum Imam 

al-Syafi’í dan Imam Abu Hanifah terhadap persetujuan wanita pezina. 
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2. Untuk memberikan pertimbangan terhadap hakim peradilan agama dalam 

memutuskan masalah yang berkenaan dengan persetujuan wanita pezina dalam 

pernikahan. 

 

D. Telaah Pustaka 

Kajian mengenai tema wali sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelum 

penulis, di antaranya: 

Skripsi Siti Ninik Purnawati yang berjudul “Istinbat Hukum Mazhab 

Hanafiyah tentang Menikah Tanpa Wali dalam Kitab Badaí al-Shanaí”13.Ninik  

mengatakan bahwa menurut mazhab Hanafiyah seorang wanita baligh, berakal 

boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki lain dan pernikahan tersebut 

tetap sah. 

Skripsi Habba Zuhaida yang berjudul “Studi Analisis Metode Istinbat 

Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’í tentang Wali Mujbir” 14 .Habba 

mengatakan bahwa di Indonesia yang lebih relevan dalam permasalahan wali 

mujbir adalah pendapat Imam al-Syafií yang tetap menekankan adanya 

persetujuan anaknya, 

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rohmat yang berjudul “Kedudukan Wali 

dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafiíyah, Hanafiyyah, dan Praktiknya di 

Indonesia 15 . Rohmat menyatakan bahwa menurut Syafiíyah wali mempunyai 

kedudukan sebagai syarat sah dalam perkawinan, sedangkan menurut Hanafiyah 

keberadaan wali hanya syarat namun tidak mutlak. 

Jurnal yang ditulis oleh Taufiq Hidayat yang berjudul “Rekontruksi Konsep 

Ijbar” 16 . Taufiq mengatakan bahwa konsep ijbar tidak ada dalam al-Qur’an. 

Syafií membuat konsep ijbar berdasarkan dari hadis bahwa Aisyah dinikahkan 

oleh Abu Bakar kepada Nabi Saw pada saat Aisyah masih kecil. 

                                                           
13 Siti Ninik Purnawati, Istinbat Hukum Mazhab Hanafiyah tentang Menikah Tanpa Wali dalam 

Kitab Badaí al-Shanaí, Skripsi Syari’ah, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2009, h. 70. 
14 Habba Zuhaida, Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafií tentang 

Wali Mujbir, Skripsi Syariáh, Semarang: E-Prints UIN Walisongo, 2016, h. 132. 
15Rohmat, Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafiíyah, Hanafiyyah, dan 

Praktiknya di Indonesia. Jurnal al-Ádalah, Vol. X, No. 2, 2011, h. 177..Diakses pada tanggal 1 Januari 2010. 
16 Taufiq Hidayat yang berjudul “Rekontruksi Konsep Ijbar, Jurnal Syariah dan Hukum STAI 

Purworejo, 2009, Vol. 1 No. 2,. 
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Perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah  penulis tidak 

memfokuskan terhadap wali, namun kepada persetujuan wanita yang sudah 

berzina terhadap wali nikahnya. 

 

E. Metode Penelitian 

1) Jenis Penelitian 

Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian library 

research atau studi dokumen17 yaitu ulasan tertulis tentang suatu peristiwa atau 

kejadian pada masa lampau. Ulasan tersebut menyangkut juga literatur-literatur 

yang relevan sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan 

yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, 

dan karangan ilmiah.Sedangkan sifat penelitian skripsi ini adalah kualitatif 

karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks. 

2) Sumber Data:  

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

memperoleh informasi mengenai data18. Sumber data dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

a. Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung dari tangan 

pertama kitab al-Umm karya Imam al-Syafi’í dan al-mabsūṭ karya al-

Sarkhasi.  

b. Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber-sumber lain, 

artinya data yang ditulis oleh orang lain tentang pandangan al-Mawardi dan 

Ibn Hazm sehingga tidak asli karena diperoleh dari sumber kedua atau 

ketiga serta buku-buku pendukung yang bertemakan tentang persetujuan 

wanita pezina. 

3) Metode Pengumpulan Data. 

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi 

yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya 

                                                           
17 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grasindo), hal 123 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. 8, 

hal 137. 
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yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. 19  Dengan metode ini maka 

penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqih saja, tetapi juga kitab-

kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif. 

4) Metode Analisis Data 

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan baik pula, maka 

data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode 

analisis sebagai berikut : 

a. Metode Deskriptif-Analisis 

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, 

mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan 

sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau 

analisis dari penulis20. Penulis mendiskripsikan apa yang penulis temukan 

dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya 

secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai 

permasalahan alam skripsi ini. 

b. Metode Komparasi 

Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan 

dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, 

tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau 

suatu prosedur kerja. 21  Dengan menggunakan metode ini penulis akan 

membandingkan pendapat antara Imam al-Syafií dan Imam Abu Hanifah 

tentang persetujuan wanita pezina dan pendapat ulama lain tentang hal yang 

sama. . 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam 

                                                           
19Winarno  Surakhmad, Pengantar  Penelitian  Ilmiah:  Dasar,Metode,dan Tekhnik,(Bandung: 

Tarsito, 1989), hlm. 163. 
20 Etta Mamang Sangaji dan Sopiah,Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hal 

21.  
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 

hlm. 196. 
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judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu “BENTUK-BENTUK 

PERSETUJUAN DALAM PERNIKAHAN BAGI WANITA YANG PERNAH 

BERZINA (Studi Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-

Syafi’i), maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu : 

1. Zina 

ااشَرْع ا،اأيَاْاالذَّكَرِّااإيلَجاُاوَهُواَ راُالغَُة ااوَأمََّ يلَجِّاامُطْهَقاُاأنََّهُاافاَلظَّاهِّ ناْاالِّْْ اغَيْرِّاامِّ

انِّكَاح ا
22 

Artinya : Pengertian zina menurut pakar fiqh adalah memasukkan 

alat kelamin laki-laki tanpa proses pernikahan. 

 

Dalam skripsi ini yang dimaksud zina adalah memasukkan alat kelamin 

laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sehingga menyebabkan 

hilangnya sifat perawan pada seorang wanita. 

2. Persetujuan Dalam Pernikahan 

Persetujuan dalam pernikahan adalah suatu proses yang terdapat dalam 

fiqh munakahat yang mengharuskan seorang wali meminta izin kepada 

wanita yang dibawah perwaliannya dalam upaya perjodohan dengan calon 

pengantin laki-laki pilihan orang tuanya (ayah atau kakek) atau orang-

orang yang terdapat dalam hirarki perwalian. 

3. Perbandingan  

Perbandingan yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain 

sehingga dapat diliat persamaan dan perbedaannya. Dalam skripsi ini 

diartikan membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat 

Imam al-Syafi’i dalam permasalahan persetujuan wanita yang pernah 

berzina. 

 

G. Sistematika Kepenulisan 

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta 

memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis 

sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan 

                                                           
22 Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, Maktabah al-Syameelah 
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petunjuk penulisan skripsi fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo 

Semarang. 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab 

terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut: 

Bab I  Merupakan pendahuluan, yang isinya meliputi: latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II  Merupakan tinjauan umum tentang wali meliputi: pengertian wali, dasar 

hukum wali, dan persetujuan wanita kepada wali. 

Bab III Menjelaskan dan memaparkan tentang Imam al-Syafi’í dan Imam Abu 

Hanifah yang meliputi: Biografi, pendidikan dan karya, metode yang 

dipakai oleh kedua Imam dalam beristinbāṭ, serta pandangan kedua 

Imam tersebut tentang persetujuan wanita pezina, beserta dalil ijtihad 

dan metode istinbāṭnya. 

Bab IV Merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis penulis 

terhadap istinbāṭ Imam al-Syafi’í dan Imam Abu Hanifah tentang 

persetujuan wanita pezina dan relevansinya dengan kondisi hukum 

Islam Indonesia. 

Bab V  Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi 

kesimpulan, saran-saran, kata penutup. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG BENTUK-BENTUK PERSETUJUAN 

WANITA YANG PERNAH BERZINA DALAM PERNIKAHAN 

 

A. Tinjauan Umum tentang Wali 

1. Pengertian Wali Dalam Nikah 

Dalam perkawinan, ijin wanita diberikan oleh wali. Oleh karena itu, 

pembahasan dalam bab ini dimulai dengan pembahasan tentang wali. 

Perwalian menurut literatur fiqih disebut dengan )ْياة  hurufwawu terbaca“ (الوِلَا

kasrah” yaitu kedekatan )ُاالْقرُْب(, sedangkan )ْياة  hurufwawu dibaca" (الولَا

fatkhah” bermakna rasa cinta (ْْباة حا اة) pertolongan ,(االْما  dan memiliki (االْنصُْرا

makna kekuasaan atau otoritas (ْْةْْ/االْسالْطاة .(االْقدُْرا
23 

Sedangkan perwalian dalam terminologi fuqaha (ahli hukum Islam) 

seperti yang diformulasikan oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu kekuasaan yang 

diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan 

sendiri tanpa harus bergantung (terikat) izin orang lain.24 

Sejalan dengan definisi tersebut, menurut Amir Syarifuddin, yang 

dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena 

kedudukannya berwewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang 

lain.25 

Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan wali nikah sebagai berikut: 

افِّننىاالنِّ ا ابِّ ُوُْنِّننهِّاالَْننوَلِّي  ننح  افَننلَايصَِّ ةاُالْعَقْنن ُِّ ننحَّ اصِّ اعَهَيْننهِّ ُْ يْايَتوََقَنن  وَهُننوَاالََْ اُا,كَنناحِّاهُننوَاالََّننذِّ

ي هُا باُا,اوَْوَصِّ يْبُاالَْعاَصِّ  26.وَالْمَالِّكاُا,وَالس هْطَاناُا,الَْمُعْتِّقاُا,وَالْقَرِّ

  Artinya: Wali didalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak 

kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya 

akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, 

                                                           
23 Departemen Wakaf Kuwait, Al-Maūsū’ah Al-Fiqhīyyah, Kuwait: Zatus Salāsil, Juz 45, Cet. 

Ke-2, 1986, h. 135. Lihat pula: Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh, Damaskus: Dārul 

Fikr, Cet. Ke-10, Juz IX, 2007, h. 179.  
24 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh, Damaskus: Dārul Fikr, Cet Ke-10, Juz 

IX, 2007, h. 179. 
25 Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, h. 

69. 
26 Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala Madzāhibil ‘Arba’ah, Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmīyah, 

Juz IV, t.th, h. 29. 



13 
 

 

ia adalah ayah atau orang yang diberi wasiat, kerabat dari pihak 

ayah, mu’tiq (orang yang memerdekakan budak), sulthan dan 

penguasa yang berwenang. 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wali 

ialah orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus 

anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa.Wali juga 

bisa diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah 

yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.27  Mengenai 

perwalian ini mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam, perwalian 

atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang dan orang secara 

bersama-sama.28 

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang diberi 

kekuasaan atas sesuatu disebut wali. Dari tiga macam perwalian di atas yang 

akan dibicarakan di sini adalah perwalian atas orang, yakni perwalian dalam 

pernikahan. Jadi yang disebut dengan wali nikah adalah seseorang yang 

diberi kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan yang dibawah 

kekuasaannya, dengan perkataan lain wali itu dari pihak perempuan. 

Wali dalam pernikahan adalah merupakan hal yang penting dan 

menentukan. Menurut pendapat ulama Syafi’iyyah tidak sah pernikahan tanpa 

adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi laki-laki tidak diperlukan 

wali. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah bahwa pernikahan tanpa wali 

dianggap sah bahkan seorang perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri.29 

2. Dasar Hukum Wali Nikah 

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi 

seorang perempuan yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan 

dalil-dalil al-Qur’an dan al-Hadis diantaranya:30 

                                                           
27 Frista Artmanda W, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jombang: Lintas Media, tth, h. 347. 
28 Abu Zahrah, Ahwāl al-Syakhsīyah, Bairut: Dārul Fikr al-‘Arabiy, 1957, h. 122. 
29 Abu Bakar Muhammad bin Ahmad al-Syasiy, Hilyah al-‘Ulamā’ Fi Ma’rifah Madzāhib al-

Arba’ah, Arab Saudi: Maktabah Nizar Mustafa Albaz, Juz II, Cet. Ke-II, 1998, h. 853. 
30Muhammad Syaif Abdullah al-Adīynīy, Qanun Ahwāl Al-Syakhsīyah Al-Yamaniy, Mūassasah 

al-Tanwīr Li al-Tanmīyah al-Ijtima’iyyah, Cet. Ke-I, 2014, h. 53-61. 
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a. Al-Qur’an 

1) Surah al-Baqarah ayat 232: 

. هُنَّ َُ حْنَاأزَْوَا اأنَْايَنْكِّ هوُهُنَّ ُْ  فلََاتعَْ

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka 

kawin lagi dengan bakal suaminya. (Q.s. al-Baqarah: 

232).31 

Imam al-Syafi’i menyatakan, bahwa ayat ini merupakan ayat yang 

paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian 

maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi pernikahan.32 

2) Surah al-Nur ayat 32: 

ُا مُااللََّّ كُمْاوَإِّمَنائِّكُمْاإِّنْايكَُوننُواافقَُنرَاءَايغُْننِّهِّ بَنادِّ ننْاعِّ ينَامِّ نالِّحِّ نْكُمْاوَالصَّ حُوااالْْيَاَمَىامِّ اوَأنَْكِّ

عٌاعَهِّيمٌ.ا اُوَاسِّ اوَاللََّّ هِّهِّ ْْ نْافَ  مِّ

Artinya: Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara 

kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari 

hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika 

mereka miskin, Allah Swt  akan memberi kemampuan, 

kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Swt maha 

luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.(Q.s, al-Nur, 32).33 

Ayat yang kedua juga ditujukan kepada para wali agar supaya 

mereka tidak menikahkan perempuan-perempuan muslimah dengan laki-

laki kafir. Khitāb tersebut menunjukkan bahwa akad nikah adalah kuasa 

seorang wali. 

3) Surah al-Baqarah ayat 221: 

اوَلَا اوَلَوْاأعَْجَبَتكُْمْ كَة  نْامُشْرِّ ااَيْرٌامِّ نةٌَ امُؤْمِّ اوَلَْمََةٌ نَّ احَتَّىايؤُْمِّ كَاتِّ حُوااالْمُشْرِّ وَلَاتنَْكِّ

ايُا احَتَّى ينَ كِّ االْمُشْرِّ حُوا اأوُلَئِّكَاتنُْكِّ اأعَْجَبكَُمْ اوَلَوْ ك  امُشْرِّ نْ امِّ ااَيْرٌ نٌ امُؤْمِّ اوَلعََبْ ٌُ نوُا ؤْمِّ

العَهََّا الِّهنَّاسِّ اآياَتِّهِّ اوَيبُيَ ِّنُ ابِّإِّذْنِّهِّ اوَالْمَغْفِّرَةِّ االْجَنَّةِّ اإِّلَى اي َُْعُو ُ اوَاللََّّ االنَّارِّ اإِّلَى هُمْاي َُْعُونَ

 .يَتذَكََّرُوناَ

                                                           
31Al-Qur’an al-Karim, Al-Hidayah, Departemen Agama RI, Q.S al-Baqarah, 232. 
32Wahbah al-Zuhaili, Lok.Cit, h. 83. 
33Al-Qur’an al-Karim, Al-Hidayah, Departemen Agama RI, Q.S al-Nur, 32. 
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Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak 

yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia 

menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-

orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin itu 

lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik 

hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang Allah Swt  

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan 

Allah Swt  menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-

Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. 

(Q.s, al-Baqarah, 221).34 

Oleh sebagian Ulama Fikih, ayat tersebut ditafsirkan bahwa yang 

diberi perintah untuk menikahkan adalah kaum laki-laki bukan kaum 

perempuan.35 Dan Allah Swt menyeru untuk menikahkan itu pada laki-laki 

(wali) bukan kepada wanita, seolah-olah Dia berfirman: “Wahai para wali 

(laki-laki) janganlah kalian menikahkan (perempuan) yang dalam 

perwalianmu kepada orang-orang (laki-laki musyrik).36 

b. Al-Hadis 

1) Hadis riwayat ‘Āisyah r.a: 

ابِّوَلِّي  اوَشَناهِّ ُيَْا اوَسَهَّمَ:الَانِّكَاحَاإلَّ اُعَهَيْهِّ ِّاصَهَّىااللََّّ وَعَنْاعَائِّشَةَاقاَلَتْ:اقاَلَارَسُولُااللََّّ

الَهاُ امَنْالَاوَلِّيَّ رُواافاَلس هْطَانُاوَلِّي  َُ ،افإَِّنْاتشََا ((عَ ُْل  رَوَاهاُال َُّارَقطُْنِّي 
.37 

Artinya: Dari ‘Āisyah r.a., Ia berkata, Rasulallah saw telah bersabda: 

tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan wali dan dua 

orang saksi yang adil, kemudian apabila mereka berselisih 

maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki 

wali. (H.R. al-Dāraqutnī). 

Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan tanpa 

wali, tidak dianggap sah oleh syari’at. Hal ini diperkuat oleh hadis yang 

diriwayatkan ‘Āisyah. 

                                                           
34Al-Qur’an al-Karim, Al-Hidayah, Departemen Agama RI, (Q.S al-Baqarah, 221). 
35  Ali Imron, Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Persepektif Al-Qur’an Melalui 

Pendekatan Ilmu Tafsir), Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, h. 69. 
36 Dedy Junaidi, Bimbingan Perkawinan, Jakarta: Akademi Pressindo, 2003, h. 106. 
37 Imam al-Syaukāniy al-Yamaniy, Nail al-Authār, Mesir: Dārul Hadis, Cet. Ke-I, Juz 6, 1993, 

h. 150. 
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2) Hadis riwayat ‘Āisyah  r.a: 

اُعَنْهَااقاَلَتْ:اقاَلَارَسُوْلُاا يَااللََّّ اوَسَهَّمَ:اايَ مااَامْنرَأةَ اوعَنْاعَائِّشَةَارَضِّ لَلَِّّاصَهَّىاالَلَّاُعَهَيْهِّ

ننلاٌ ي ِّهننااَفَنِّكاحَُهننااَباطَِّ اوَلِّ ااِّذْنِّ نننْاا,نكََحَننتْابِّغَيْننرِّ فَنناِّنْاداََننلَابِّهننااَفهََهننااَالْمَهْننرُابِّمننااَاسْننتحََلَّامِّ

َا ها ُِّ الَنهاُ أَاا.فَرْ امَننْالاَوَلِّنيَّ ااشْنتجََرُوااْفااَلس نهْطانَُاوَلِّني  نهاُالَْْرَْبعََنةاُإِّلَّاالنَّسَنا ِّافاَِّنِّ َُ ا.اْرَ

ماْ باَنْاوَالْحَاكِّ حَهاُأبَوُْاعَوَانَةاَوَابْنُاحِّ  38).وَصَحَّ

Artinya: Dari Āisyah r.a, ia berkata: Rasulallah bersabda: Apabila 

seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka 

pernikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, 

maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar 

menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi 

izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi 

perempuan yang tidak memiliki wali. )H.R. Imam Empat 

kecuali al-Nasa’i. Abū ‘Awānah. Ibn Hibān, dan Hākim 

mensahihkannya). 

Hadis tersebut dapat dipahami, bahwa tidak ada pernikahan di dalam 

syari’at melainkan dengan adanya wali. Hal ini diperkuat oleh hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a  

3) Hadis riwayat Abu Hurairah r.a: 

اوَسَنهَّمَالَاعاَ اُعَهَيْنهِّ ِّاصَنهَّىااللََّّ اُتعََنالَىاعَنْنهاُقَنالَ:اقَنالَارَسُنولُااللََّّ يَااللََّّ نْاأبَِّياهُرَيْرَةاَرَضِّ

هْ،اوَال َُّارَقطُْنِّي ا َُ جُاالْمَرْأةَاُنَفْسَهَاا رَوَاهاُابْنُامَا ِّ جُاالْمَرْأةَاُالْمَرْأةََ،اوَلَاتزَُو  ِّ الُهاُا,تزَُو  َُ وَرِّ

 39ثِّقاَتٌ(.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a Rasulallah saw bersabda: Tidak boleh 

seorang perempuan menikahkan seorang perempuan, dan 

tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. 

(H.R Ibn Majah, al-Daraqutniy, dan rawinya siqāh). 

Hadis di atas menunjukan bahwa perempuan tidak mempunyai hak 

wali untuk menikahkan dirinya dan untuk perempuan lain. Di dalam 

pernikahan, dia tidak mempunyai hak untuk mengucapkan kalimat ijab 

dan kabul. Dia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dengan seizin wali, 

dan ia juga tidak dapat menikahkan perempuan lain, atau mewakilkannya. 

                                                           
38 Al-Hāfidl Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, Bulūgh al-Marām, Riyadh: Daar al-Falaq, 1424 H, h. 297. 
39Ibid, h. 298. 
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3. Macam-macam Wali Nikah dan Urutannya 

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi 

bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya 

(Ps. 19 KHI). Apabila rukun ini tidak dipenuhi maka status pernikahannya 

tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulallah saw, riwayat 

dari ‘Āisyah  r.a:  

ُاوَعَنْاعَائِّشَةَا يَااللََّّ اوَسَهَّمَ:اايَ مااَامْنرَأةَ اارَضِّ اعَنْهَااقاَلَتْ:اقاَلَارَسُوْلُاالَلَِّّاصَهَّىاالَلَِّّاعَهَيْهِّ

ننلاٌ ي ِّهننااَفَنِّكاحَُهننااَباطَِّ اوَلِّ ااِّذْنِّ نننْاا,نكََحَننتْابِّغَيْننرِّ فَنناِّنْاداََننلَابِّهننااَفهََهننااَالْمَهْننرُابِّمننااَاسْننتحََلَّامِّ

َا ها ُِّ نهاُالَْْرَْبعََنةاُإِّلَّاالنَّسَنا ِّاا.فَرْ َُ الَنها أاَْرَ امَننْالاَوَلِّنيَّ ااشْنتجََرُوااْفااَلس نهْطانَُاوَلِّني  ا.فاَِّنِّ

حَهاُأَا ماْوَصَحَّ باَنْاوَالْحَاكِّ  40.(بوُْاعَوَانَةاَوَابْنُاحِّ

Artinya: Dari Āisyah r.a, ia berkata: Rasulallah bersabda: Apabila 

seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka 

pernikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka 

bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. 

Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim 

(pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak 

memiliki wali. )H.R. Imam Empat kecuali al-Nasa’i. Abū 

‘Awānah, Ibn Hibān, dan Hākim mensahihkannya). 

Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidāyah al-Mujtahid menyebutkan 

macam-macam wali ada tiga, yaitu: wali nasab, wali hakim dan wali 

maūla. 41  Sementara Abdul Manan menyebutkan macam-macam wali 

yaitu: wali nasab, wali hakim, wali maūla, dan wali muhkam.42 

Dengan demikian macam-macam wali nikah dapat penulis uraikan 

sebagaimana  berikut: 

a. Wali Nasab 

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena 

adanya hubungan darah. Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali 

                                                           
40Ibid, h. 297. 
41 Ibn Rusydi, Bidāyah al-Mujtahid, Jeddah: al-Haramaīn, Juz II,Cet. Ke-3, tth, h. 13. 
42 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2006, h. 61.  
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aqrab dan wali ab’ad. Wali aqrab adalah orang yang hubungan 

kekeluargaanya sangat dekat dengan pihak mempelai perempuan. 

Dalam hal ini adalah seseorang yang mendapatkan bagian ‘ashabah 

dalam perkara waris. Sedangkan wali ab’ad adalah wali yang hubungan 

kekerabatannya agak jauh, yaitu selain dari kelompok wali aqrab. 

Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi 

syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tuna 

wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser 

kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Adapun hirarki 

wali nasab yaitu: 

1) Ayah kandung. 

2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki. 

3) Saudara laki-laki sekandung. 

4) Saudara laki-laki seayah. 

5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 

6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah. 

7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 

8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah. 

9) Saudara laki-laki ayah, sekandung (paman) 

10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah) 

11) Anak laki-laki paman sekandung 

12) Anak laki-laki paman seayah. 

13) Saudara laki-laki kakek sekandung. 

14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung. 

15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.43 

Apabila urutan wali diatas tidak ada maka yang menjadi wali 

adalah hakim. 

 

b. Wali hakim 

                                                           
43 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 

Ke-I, 2013,, h. 67. 
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Wali hakim adalah wali nikah yang dilaksanakan oleh penguasa, 

karena wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali.44 Wewenang 

wali nasab akan berpindah kepada hakim apabila: 

1. Ada pertentangan antara wali dengan mempelai wanita (wali adlol). 

Artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya. 

2. Bilamana walinya tidak ada, atau menghilang dan tidak diketahui 

keberadaanya.45 

3. Tidak memiliki wali nasab sama sekali. 

4. Wali berada di tempat yang sejauh masāfatul qasri (sejauh perjalanan 

yang membolehkan shalat qashar yaitu 92,5 Km), atau46 

5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai, 

atau 

6. Wali sedang melaksanakan ibadah haji maupun umrah.47 

Apabila kondisi salah satu dari point di atas, maka yang yang 

berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. 

Tetapi dikecualikan bila, wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang 

lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu 

yang berhak menjadi wali dalam pernikahan.48 

c. Wali Maūla 

Wali maūla adalah wali yang menikahkan budaknya.Laki-laki 

boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya 

bilamana perempuan itu rela menerimanya.Maksud perempuan disini 

adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.49 

d. Wali Muhakam 

                                                           
44 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2006, h. 206 
45Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Dārul Kitab al-Arabīy, Bairut Libanan, Juz II, 1977, h. 137. 
46 Di zaman modern ini walaupun masāfatul qasri  “jarak tempuh perjalanan” sudah terpenuhi, 

namun untuk akad nikahnya wali perlu diberi tahu terlebih dahulu. Pen. 
47Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek Peningkatan 

Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 

Jakarta: 2003, h. 34. 
48Ibid.,  h. 35. 
49 Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 99. 
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Wali muhakam ialah wali yang terdiri dari seorang laki-laki yang 

bukan keluarga dari calon istri dan bukan  pula dari pihak penguasa, 

akan tetapi memiliki pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat 

menjadi wali dari pemerintah. Keberadaan wali ini karena wali nasab, 

wali mu’tiq (maūla) dan wali hakim tidak ada.50 

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri menyatakan, bahwa 

jumhur ulama berpendapat wali nikah menurut macamnya dibagi menjadi 

dua, yaitu wali mujbir dan wali ghairu mujbir. 

مُاالَْوَلِّي ايَا :اانْقسَِّ اإِّلَىاقِّسْمَيْنِّ لَيَةاُبِّ ُوُْنِّ االَْوِّ امَنْالَهاُعَهَيْهِّ يْنِّابعَْضِّ اتزَْوِّ الَهاُحَق  امُجْبِّر  وَلِّي 

جاَ الَنهاُأنَْاينُزَوِّ  نح  ننْاليَصَِّ نْنهاُوَلكَِّ الَيْسَالَهاُذلَِّكَابَلْالاَب َُُّامِّ امُجْبِّر  اغَيْرِّ ضَاهُاوَوَلِّي  اوَرِّ اإِّذْنِّهِّ

لَا االَْوِّ اإِّذْنِّمَنْالَهاُعَهَيْهِّ ضَاهُ.بِّ ُوُْنِّ يَةاُوَرِّ
ا51

Artinya: “Wali dibagi menjadi dua, yaitu wali mujbir yang baginya berhak 

untuk menjodohkan seseorang yang berada dalam perwaliannya 

meski tanpa seizin dan ridla orang yang diwakilkannya; kedua 

yaitu wali ghairu mujbir, baginya tidak ada hak seperti didalam 

wali mujbir melainkan sebaliknya, dan tidaklah sah baginya 

menjodohkan dengan tanpa seizin orang yang ada hak wali dan 

ridlanya”. 

 

a. Wali Mujbir 

Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung 

untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya 

meskipun tanpa mendapat izin dari orang tersebut. 52  Menurut 

madzhab al-Syafi’i wali mujbir adalah ayah dan ayah dari ayah 

(kakek). Sedangkan menurut madzhab Hanafi, wali mujbir adalah 

                                                           
50 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam, Jakarta: UI Press, 

tth., h. 65-66. 
51Abdurrahman al-Jaziri, Lok.Cit, h. 720. 
52Abdul Ghofur Anshori, Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif. Yogyakarta: 

UII Press.2011, h.40. 
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berlaku bagi ‘ashabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, 

orang gila, dan orang yang kurang akalnya.53 

اسَنوَاءٌا اعَهَنىاالْغَيْنرِّ يْنذاُالْقَنوْلِّ ليََنةْاتنَْفِّ افَمَعْنَنىاالْوِّ اإِّلَّامُجْبِّنر  الَْحَنَفِّيَّةاُقَنالوُْا:الاَوَلِّنيَّ

نْ ُهَُماْ يَااوَْالمَْايَرْضَافهََيْسَاعِّ اُْ رَضِّ ايَتوََقَن امُجْبِّنر  اغَيْرِّ ااوَلِّي  االَْعَقْن ُُ.اوَيخُْنتَ   عَهَيْنهِّ

. االَْكُبَّارِّ يرَةِّامُطْهَق ااوَالْمَجْنوُْنَةِّ غِّ اوَالصَّ يْرِّ غِّ االصَّ باَرِّ ُْ االَْمُجْبِّرُبِّإِّ الَْوَلِّي 
54 

Artinya: “Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa tidak ada wali 

kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah 

memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun 

tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir 

yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi 

wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara 

mutlak, laki-laki dan perempuan yang majnun (gila) 

sekalipun mereka telah dewasa.” 

اهُوَاالََُْْ ، االْمُجْبِّرِّ يَّةاُقاَلوُْا:االَْوَلِّي  ا الشَّافِّعِّ اغَيْنرِّ وَالْجَ ُ اوَإِّنْاعَنلَ،اوَالسَّني ْ ُاُاوَالْنوَلِّي 

كْنرُهُمْ،اوَقَن ُْاعَرَفْنتُا اذِّ االَْمُتقََن َُّمِّ ننَاالْعصََنباَتِّ مْامِّ هُوَاالََُْْ ،اوَالْجَ ُ ،اوَمَنْايهَِّيْهِّ الْمُجْبِّرِّ

بْناَ االِّْْ نْ ُهَُمْ. لَيْساَاأنََّ  55وَلِّيًّااعِّ

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perwalian paksa (wali 

mujbir) ditetapkan bagi ‘ashabah nasabiyyah atas anak-anak kecil, 

orang gila, dan orang-orang bodoh. Sementara ulama selain madzhab 

Hanafi membedakan anak-anak kecil dengan orang-orang gila dan 

orang-orang bodoh. Mereka sepakat atas ditetapkannya perwalian 

paksa terhadap orang gila, orang bodoh yaitu bagi ayah, kakek, 

pelaksana wasiat, dan penguasa. Imam malik dan Ahmad berpendapat 

bahwa perwalian ini ditetapkan bagi ayah dan pelaksana wasiat. 

Sedangkan menurut Imam al-Syafi’i perwalian ijbar ditetapkan bagi 

ayah dan kakek kepada anak atau cucu perempuan yang masih 

perawan.56 

b. Wali Ghairu Mujbir 

                                                           
53 Direktorat Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta 

Departemen Agama,  Ilmu Fiqh,  Jakarta: IAIN Jakarta, jil. 2, 1983, h. 107. 
54 Abdurrahman al-Jaziri, Lok.Cit,h. 720. 
55Ibid. 
56Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Dārul Kitab al-Arabīy, Bairut Libanan, Juz II, 1977, h. 381. 
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Wali ghairu mujbir adalah seorang yang mempunyai hak 

menjadi wali atas seorang yang berada di bawah perwaliannya, tetapi 

tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali ghairu mujbir ini dalam 

melakukan akad pernikahan harus seizin atau atas kerelaan orang yang 

di bawah perwaliaanya.Adapun yang menjadi wali ghairu mujbir 

adalah wali selain ayah dan kakek. 

Dari kedua pendapat tersebut, terdapat perbedaan mengenai 

definisi wali mujbir yang menyebabkan implikasi hukum dan 

konsekuensinya berbeda.Menurut madzhab Hanafi wali mujbir ialah 

kewenangan seorang wali untuk menikahkan seorang perempuan 

karena hubungan darah, kepemilikan (hamba sahaya) untuk wanita 

kecil yang belum baligh atau belum cakap hukum seperti gila, idiot, 

dan lain-lain, terlepas dari dia seorang gadis ataupun janda.Jadi 

menurut madzhab Hanafi hak ijbar adalah hak yang dimikili oleh 

semua wali, baik wali kerabat maupun wali hakim. Alasannya wanita 

yang telah dewasa dan cakap hukum berhak untuk menikahkan 

dirinya sendiri. 

Menurut madzhab al-Syafi’i wali mujbir adalah wali yang 

berhak menikahkan wanita perawan, baik masih kecil atau telah 

dewasa walaupun tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Dalam hal 

ini wali yang memiliki hak ijbar adalah ayah dan kakek ketika ayah 

tidak ada. Terdapat perbedaan pendapat terkait hamba sahaya yang 

dapat dipaksa menikah oleh tuannya. Imam Abu Hanifah berpendapat 

bahwa seorang tuan dapat memaksa hamba sahayanya untuk kawin. 

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik.Sedangkan menurut 

Imam al-Syafi’i hamba sahaya tidak boleh dipaksa kawin.57 Perbedaan 

tersebut disebabkan apakah perkawinan itu merupakan kepentingan 

                                                           
57Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid, Bairut: Dāru al-Jill, 1989), terj. Imam Ghazali Said dan 

Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 400 
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orang yang dibawah pengampuannya, atau sebagai jalan seorang tuan 

untuk memperoleh kesenangan. 

Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidāyah al-Mujtahid menjelaskan 

bahwa persetujuan dalam nikah ada dua, yaitu dalam bentuk kata-kata 

bagi pihak laki-laki dan janda, dan dalam bentuk diam bagi seorang 

gadis sebagai tanda kerelaannya. Sedangkan untuk penolakannya 

harus dengan kata-kata.58 

Sedangkan menurut Syaikh Kamaluddin Muhammad al-Sakandariy 

(Hanafiyyah) perwalian juga dibagi menjadi dua, yaitu perwalian nadb 

atau istihbāb dan perwalian mujbir. 

ابِّا االَْعاَقِّهَةِّ ليََةاُعَهَىاالْباَلِّغَةِّ ليََةاُن َُْ  اوَاسْتِّحْباَ  اوَهُوَالَْوِّ اوِّ كَاحِّانَوْعَانِّ
ليََةاُفِّىاالنِّ  ااالَْوِّ كْر 

يْرَةِّا نغِّ ليََنةاُعَهَنىاالَصَّ اوَهُوَالَْوِّ بَنار  ُْ ليََةاُاِّ ااكَانَنتْاأوَْاثيَْب نا،اوَكَنذاَلِّكَااكَانَتْاأوَْاثيَْب ا،اوَوِّ بِّكْنر 

 .59.الَْكَبِّيْرَةاُالَْمَعْتوُْهَةاُوَالْمَرْقوُْقَةُا

Artinya: “Perwalian dalam pernikahan dibagi menjadi dua yaitu perwalian 

nadb (sunah) dan istihbāb yaitu perwalian bagi perempuan yang 

baligh, berakal baik perawan maupun janda; kedua perwalian 

mujbir yaitu perwalian bagi perempuan yang kecil baik perawan 

maupun janda, dan begitu juga untuk wanita dewasa yang kurang 

waras dan budak”. 

B. Tinjauan Umum tentang Perijinan Wanita dalam Pernikahan 

Meskipun ada yang namanya wali mujbir, peran persetujuan dari 

seorang calon mempelai wanita juga tidak bisa dikesampingkan begitu 

saja.Realita masyarakat di Indonesia pada zaman sekarang menganggap 

bahwa kawin paksa dengan tanpa mempertimbangkan persetujuan mempelai 

wanita bukan lagi merupakan bagian dari semangat zaman.Istilah “bukan 

zaman Siti Nurbaya” dianut kebanyakan wanita saat ini.Kompilasi Hukum 

                                                           
58 Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid, Kairo: Maktabah Dārul Ihyā’ al-Kutūb al-‘Arabiyah, juz 

II, t.th, h. 3 
59 Kamaluddin Muhammad al-Sakandariy, Syarah Fath al-Qadīr, Bairut: Dāru al-Kutūb al-

Ilmiyah, 1995, h. 246. 
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Islam (KHI) dalam kelahirannya agaknya merespon semangat zaman itu. 

Dalam Pasal 16 KHI disebutkan bahwa: 

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai 

2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan 

tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa 

diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas. 

Dalam pasal di atas setidaknya dapat disimpulkan ke dalam dua hal. 

Pertama, perkawinan didasarkan pada persetujuan calon mempelai. Artinya, 

kedua mempelai mempunyai hak yang sama untuk menerima atau menolak 

dinikahkan oleh walinya sehingga kekuasaan wali, terutama wali mujbir, 

tidak begitu besar. Kedua, bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat 

berupa sikap tegas menerima atau dengan diam dalam artian tidak ada 

penolakan. 

Hampir senada dengan KHI, tentang persetujuan mempelai wanita, 

Nabi Muhammad Saw. sendiri menegaskan dalam sebuah hadis: 

شَاماٌ ،احَ َُّثنَاَاهِّ ثِّ ،احَ َُّثنَاَااَالِّ ُُابْنُاالْحَارِّ ي  يرِّ االْقَوَارِّ امَيْسَرَةَ ابْنُاعُمَرَابْنِّ ،احَ َُّثنَِّياعُبَيْ ُُااللهِّ

اصَهَّىااللهُا االلهِّ ارَسُولَ اأنََّ اهُرَيْرَةَ، اأبَوُ احَ َُّثنَاَ اسَهَمَةَ، اأبَوُ احَ َُّثنَاَ ، اأبَِّياكَثِّير  ايحَْيَىابْنِّ اعَنْ

اوَسَهَّمَاقاَلَ:ا ،اقاَلوُا:اياَا«لَاتنُْكَحُاالْْيَ ِّمُاحَتَّىاتسُْتأَمَْرَ،اوَلَاتنُْكَحُاالْبِّكْرُاحَتَّىاتسُْتأَذْنَاَ»عَهَيْهِّ

اإِّذْنهَُا؟اقاَلَ:اأنَْاتسَْكُتاَ َْ رَسُولَااللهِّ،اوَكَيْ
60 

Artinya: telah menceritakan kepada saya Ubaidillah bin Umar bin Maisarah 

al-Qawariri, telah menceritakan kepada kami Khalid bin al-Haris, 

telah menceritakan kepada kami Hisyam, dari Yahya bin Abi katsir, 

telah menceritakan kepada kami Abu salamah, telah menceritakan 

kepada kami Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: 

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai 

pertimbangan dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan 

sebelum dimintai persetujuan”. Sahabat bertanya: “Wahai 

Rasulallah, apa persetujuannya?”. Nabi Menjawab: “Hendaknya ia 

diam”. 

                                                           
60 Muslim, Shahih Muslim, Bairut: Daar al-Turats al-Arabi, t.th, juz 2, h. 1036. 
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Dalam hadis lain, Rasulullah Saw bersabda: 

عَا ،اسَمِّ لِّ ْْ االْفَ ابْنِّ االلهِّ ،اعَنْاعَبْ ُِّ اسَعْ ُ  ابْنِّ ياَدِّ اسُفْياَنُ،اعَنْازِّ ،احَ َُّثنَاَ ي ُ  ابْنُاسَعِّ
اقتُيَْبةَُ حَ َُّثنَاَ

اوَساَ اصَهَّىااللهُاعَهَيْهِّ االنَّبِّيَّ ،اأنََّ اعَبَّاس  اابْنِّ ،ايخُْبِّرُاعَنِّ بَيْر  ُُ ا»هَّمَاقاَلَ:اناَفِّعَابْنَا الثَّي ِّبُاأحََق 

نْاوَلِّي ِّهَا،اوَالْبِّكْرُاتسُْتأَمَْرُ،اوَإِّذْنهَُااسُكُوتهَُا هَاامِّ بِّنَفْسِّ
61 

Artinya: telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Saíd, telah 

menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ziad bin Saíd, dari Abdullah 

bin al-Fadhl, Nafi’bin Jubair telah mendengar, ia mengabarkan dari 

Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Janda lebih 

berhak atas dirinya dari pada walinya. Perawan dimintai konsultasi. 

Ijinnya adalah diamnya. 

Dalam dua hadis di atas, Nabi Saw menegaskan bahwa persetujuan dari 

mempelai wanita merupakan suatu keniscayaan. Artinya, meskipun seorang 

perempuan apabila menikah harus dengan wali dan dalam kasus tertentu 

missal wali mujbir, seorang wali dapat memaksa seorang perempuan 

melaksanakan pernikahan, namun persetujuan dari seorang perempuan juga 

merupakan hal yang sangat penting. Dalam hal persetujuan mempelai wanita, 

nabi membedakan antara wanita yang masih gadis dengan wanita yang sudah 

janda.persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya, sedangkan 

persetujuan janda adalah dimintai pertimbangan secara langsung. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16 Ayat 1 agaknya 

mengakomodir pesan dari hadis Riwayat Muslim di atas. Sedangkan pada 

pasal kedua, KHI tidak membedakan antara calon mempelai wanita yang 

sudah janda dengan yang masih perawan. Padahal dalam hadis disebutkan 

perbedaan persetujuan antara wanita yang masih gadis dengan janda, yaitu 

bahwa persetujuan janda adalah dengan perintahnya yang tegas, sedangkan 

persetujuan gadis adalah dengan diamnya. 

Adapun dalam tradisi fiqh klasik, kaitannya dengan persetujuan 

mempelai wanita, terdapat berbagai macam pendapat yang berbeda.terhadap 

mempelai perempuan yang masih kecil, ulama sepakat bahwa persetujuan 

                                                           
61Ibid, h. 1037. 
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mutlak berada di tangan wali. Hal ini dikarenakan bahwa mempelai yang 

masih kecil tidak sah melakukan akad sendiri.62 

Adapun bagi mempelai permpuan yang sudah dewasa, ulama berbeda 

pendapat. Menurut mazhab Hanafi, meminta persetujuan dari mempelai 

wanita baik ia sudah janda maupun masih perawan adalah wajib. Masih 

menurut mazhab Haniafi, yang membedakan persetujuan antara keduanya 

adalah caranya, yakni bagi gadis persetujuaannya adalah dengan diamnya, 

sedangkan bagi janda persetujuannya adalah pernyataan yang tegas.63 

Menurut mazhab Hambali, kaitannya dengan persetujuan mempelai 

wanita, terdapat dua pendapat. Pertama, pendapat Ibnu Qadamah yang 

menganggap persetujuan mempelai wanita merupakan hal yang tidak penting. 

Ibnu Qadamah lebih memprioritaskan hak ijbar bagi wali mujbir.Kedua, 

pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tetap menganggap bahwa mempelai 

wanita harus dimintai persetujuannya.64 Sedangkan menurut mazhab Syafií, 

meminta persetujuan dari janda merupakan suatu kewajiban, sedangkan dari 

gadis hanyalah sunah saja.65 

 

 

C. Teori Istinbāṭ Hukum 

1. Pengertian istinbāṭ hukum 

Istinbāṭ sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum dan dalil. 66 

Jalan istinbāṭ ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan 

pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari nash dapat 

ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafadz (thurūq 

al-lafdziyyah) dan pendekatan makna (thurūq al-ma’nawiyyah). 

Pendekatan lafadz ialah penguasaan terhadap makna dari lafadz-lafadz 

                                                           
62 Amir Syarifuddin, Op.Cit, h. 64. 
63 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, Yogyakarta: Academia Tazzafa, Cet. I, 2004, h. 

79. 
64Ibid. 
65 Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, diterjemahkan oleh Asád Yasin, Jakarta: Gema 

Insani Press, Cet. II, 1996, h. 467. 
66 Asjmuni A. Rahman, Metode Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h. 1. 
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nash dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalālah-

nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum 

bukan kepada nash langsung, seperti qiyās, istihsān, maslahah mursalah, 

dan lain-lain.67 

Sedangkan definisi istinbāṭ yang dikemukakan oleh Amir 

Syarifuddin ialah usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum 

dari kedua sumber (al-Qurán dan Hadis), atau dengan kata lain usaha dan 

cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.68 

Dari beberapa keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

istinbāṭ adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan 

guna memperoleh hukum-hukum syara’ dari sumber-sumber aslinya. 

Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh para 

ulama ushul fiqih Al-Syaukani menganggap istinbāṭ sebagai 

operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan 

kaidah-kaidah istinbāṭ.69 

Istilah populer dari istinbāṭ al-hukmi ialah metodologi penggalian 

hukum. Metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai 

metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam 

dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan 

metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam 

dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.70 

Disiplin ilmu yang membahas tentang istinbāṭ hukum (metode 

penggalian hukum) dinamakan ushul fiqih.Ushul fiqih merupakan bidang 

ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syari’at Islam 

                                                           
67 Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008, h. 55 
68 Amir Syarifuddin, Lok.Cit, h. 1 
69 Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syaukani, Irsyād al-Fuhūl ila Tahqīq al-Haqq min ‘Ilm al-

Ushūl, Beirut: Darū al-Fikr, t.th, h. 25. Dikutip oleh Sutrisno RS, Nalar Fiqh Gus Mus, h. 56. 
70 Ghufron A. Mas’adi, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum 

Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 2. 
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dari sumber aslinya yaitu al-Qur’an dan Hadis.71 Dengan kajian ushul fiqih 

kita akan memahami kaidah-kaidah usūliyyah, prinsip umum syari’at 

Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan 

manusia. 

Untuk memahami syari’at Islam, ulama usul mengemukakan dua 

bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan (lafdziyah) 

dan melalui pendekatan maqāsidal-shari’ah (tujuan syara’ dalam 

menetapkan hukum).72  Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyariatan 

Islam yaitu kemashlahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu ushul 

fiqh menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam rangka 

menggali dan menerapkan hukum-hukum syara’ sesuai dengan tuntutan 

zaman. 

2. Corak Istinbāṭ Hukum 

Sumber utama fiqh ialah al-Qur’an dan Sunnah. Untuk memahami 

teks-teks dengan tepat, para ulama telah menyusun semantik khusus untuk 

keperluan istinbāṭ hukum. Dalam kajian ushul fiqh para ulama ushul 

membagi:73 

a. Metode Bayani 

Dalam khazanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan al-

qawā’id al-usūliyyahal-lughawīyyah, atau dalalah lafadz yaitu dalil 

yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk 

lafadz, suara atau kata.74 Pemahaman suatu nash dari segi lafadz, ulama 

ushul fiqh memberikan klasifikasi yang sangat rinci, yaitu: 

1) Lafadz Hakikat dan Majaz 

                                                           
71 Abdul Wahab Khalaf, Ilm Ushul Fiqh, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina 

Utama, 1994, h. 1. 
72 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, Jakarta: Logos, 1996, h. 11-13. 
73 Abdul Wahab Khalaf, Lok.Cit, h. 5. 
74Amir Syarifuddin, Lok.Cit, h. 140. 
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Hakikat dan majaz adalah dua kata dalam bentuk 

mutadayyifain atau relative term, dalam arti sebagai dua kata 

yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk kedalam 

salah satu diantaranya. Hakikat ialah suatu lafadz yang 

digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu.Sedangkan 

majaz yaitu kata yang ditujukan bukan untuk maksud 

sebenarnya.75 

2) Lafadz ‘Amm dan Khas 

Lafadz ‘amm adalah suatu lafadz yang digunakan untuk 

menunjuk pengertian satuan (afrad) maknanya yang umum, 

secara menyeluruh dan tanpa batas, baik pengertian umum 

tersebut didapat dari bentuk lafadznya sendiri maupun dari 

makna lafadznya.76 Sedangkan lafadz khas, yaitu suatu lafadz 

yang menunjuk pengertian sesuatu secara spesifik, atau dalam 

pengertian lain lafadz khas ialah lafadz yang sengaja 

diperuntukkan menunjuk pengertian tertentu secara mandiri.77 

3) Lafadz Musytarak 

Musytarak menurut bahasa berarti sesuatu yang 

dipersekutukan.Adapun secara istilah adalah lafadz yang 

diciptakan untuk dua hakikat (makna) atau lebih yang 

kontradiksi. 78 Sehingga perbedaan lafadz musytarak dengan 

lafadz ‘amm dan khas yaitu, bahwa lafadz ‘amm adalah lafadz 

yang diciptakan untuk satu makna dan makna yang satu itu 

mencakup satuan-satuan makna yang tidak terbatas, sedangkan 

lafadz khas adalah lafadz yang menunjukkan makna yang satu, 

baik untuk menunjuk makna yang konkrit maupun abstrak. 

                                                           
75Ibid, h. 31-35. 
76Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2014, h. 269. 
77Ibid,  h. 273. 
78 M. Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2014, 

h. 150. 
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Adapun lafadz musytarak diciptakan untuk beberapa makna 

yang penunjukannya kepada makna itu secara bergantian.79 

Contoh dari lafadz musytarak, seperti lafadz ‘ainun (عين) 

yang secara bahasa memiliki makna lebih dari satu, antara lain: 

mata untuk melihat, mata air, dan lain-lain. Begitu juga dengan 

lafadz quru’(قروء) yang secara bahasa juga mempunyai makna 

lebih dari satu, yaitu suci dan haid. 

b. Metode Ta’lili 

Metode istinbāṭ ta’lili adalah metode istinbāṭ yang bertumpu pada 

‘illat disyari’atkannya suatu ketentuan hukum. Metode ini merupakan 

metode yang berusaha menemukan ‘illat (alasan) dari pensyariatan 

suatu hukum.80 Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-

ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada 

alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. 81 Jumhur ulama 

berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada, tetapi ada yang 

tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini, seperti alasan logis 

untuk berbagai ketentuan dalam bidang ibadah.Alasan logis inilah yang 

digunakan sebagai alat dalam metode ta’lili.82 

Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa berkembangnya 

metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa nash al-Qur’an dan 

Hadis dalam penuturannya, sebagian diiringi oleh penyebutan ‘illat.83  

Atas dasar ‘illat yang terkandung dalam suatu nash, permasalahan-

permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya melalui 

                                                           
79Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, Al-Qur’an Sumber Hukum Islam yang Pertama, 

Bandung: Pustaka, 1989, h. 186. 
80 Sutrisno RS, Nalar Fiqh Gus Mus, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-1, 2012, h. 95. 
81 Ibn Qayim al-Jauwziyyah, I’lām al-Muwāqi’īn, Jilid I, Beirut: Darū al-Kutūb al-Ilmiyah, tth, 

h. 196. 
82 Amir Syarifuddin, Lok.Cit., h. 248-249. 
83 Muhammad Mustafa Syalabi, Ta’līl al-Ahkām, Beirut: Darū al-Nahdlah al-Arabīyah, 1981, h. 

14-15. 
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penalaran terhadap ‘illat yang ada dalam nash tersebut. Adapun yang 

termasuk dalam penalaran metode ta’lili adalah qiyās dan istihsān.84 

c. Metode Istislahi 

Metode istislahi adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan 

asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk 

masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus.Jadi biasanya, 

metode ini baru digunakan bila metode bayani dan ta’lili tidak dapat 

dilakukan.Metode ini merupakan perpanjangan dari metode ta’lili, 

karena sama-sama didasarkan kepada anggapan bahwa Allah Swt 

menurunkan aturan dan ketentuan adalah untuk kemaslahatan umat-

Nya.85 

Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang harus 

diperhatikan, yaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran (maqāsid) yang 

ingin dicapai dan dipertahankan oleh syari’at melalui aturan-aturan 

yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu 

dlarūrīyyat, hājīyyat, dan tahsīnīyyat.86 

 

D. Pendapat Ulama Tentang Persetujuan Wanita Yang Pernah Berzina 

Dalam bab satu sudah dijelaskan bahwasanya baik gadis maupun janda 

sebenarnya sama-sama dimintai persetujuaannya terlebih dahulu oleh wali. 

Jumhur ulama juga sepakat bahwa persetujuan seorang gadis adalah dengan 

diamnya, sedangkan janda tidak. Perbedaan pendapat baru terjadi terhadap 

wanita yang pernah berzina, apakah persetujuannya adalah dengan diamnya 

mengingat ia belum pernah melakukan akad nikah dan mengarungi 

kehidupan rumah tangga, ataukah persetujuan wanita zina tadi adalah dengan 

                                                           
84Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqāshid Syari’ah Menurut al-Syatibi, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1996, h. 133. 
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h. 286. 
86 Fadlolan Musyaffa’ Mu’thi, Islam Agama Mudah, Langitan: Syauqi Press, 2007, h.110. 



32 
 

 

mendengar jawabannya secara langsung mengingat ia pernah melakukan 

hubungan seksual yang itu merupakan salah satu tujuan akad pernikahan itu 

sendiri. Dalam hal ini ada dua pendapat yang saling bertentangan. 

Pertama, pendapat Imam Syafi’í rahimakumullah. Menurut Imam 

Syafi’í, wanita yang sudah pernah berzina dianggap sudah janda. Oleh karena 

itu wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuan darinya. 

اكَانَتْاثيَ ِّب االاَ اكَانتَْاباَلِّغ ااأوَْاغَيْرباَلِّغ 
يرَة  ن ااصَغِّ اأوَْازِّ يح اأوَْافاَسِّ ُ  عَتْابِّنِّكَاح اصَحِّ ومِّ ُُ اوَإِّذاَا

ابِّإِّذْنِّهَا يجُهَااإلَّ يكَُونُالِّلَْْ ِّاتزَْوِّ
87 

Artinya: Ketika wanita sudah dijimak dengan nikah yang sah maupun rusak, 

atau zina, baik masih kecil maupun sudah baligh atau selain baligh, 

maka ia sudah menjadi janda yang bagi bapak tidak berhak 

menikahkan tanpa seizinnya. 

Pendapat Imam Syafi’í ini didukung oleh kalangan Hanabilah 

diantaranya oleh al-Bahuti al-Hambali melalui perkataannya: 

ابكََارَة ابعَْ ُاَوَطْئِّهَااالْكَلَماُ ن ااأوَْامَعَاعَوْدِّ اوَلوَْاكَانَاوَطْأهََاازِّ افِّياقبُلُ  وَإِّذْنُاثيَ ِّب ابِّوَطْء 
88 

Artinya: dan ijinnya janda sebab sudah disetubuhi di dalam kubulnya, 

meskipun dengan zina, atau bersamaan dengan kembalinya 

keperawanan setelah disetubuhi, adalah dengan perkataannya. 

Kedua, pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau menganggap status wanita 

tersebut adalah perawan. Oleh karena itu apabila ia dilamar, persetujuannya 

adalah dengan diamnya. Dalam al-mabsūṭ, al-Sarkhasi berkata: 

َا نْ ُاَأبَِّياحَنِّيفةَاَفأَ ينِّاعِّ نْ ُاَالتَّزْوِّ ااإذاَازَنَتْايكُْتفََىابِّسُكُوتِّهَااعِّ اُتعَاَلَىا-مَّ مَهاُاللََّّ  89رَحِّ

Artinya: Adapun apabila ia (wanita) berzina, cukup diamnya (sebagai 

persetujuan) ketika menikah menurut Abu Hanifah- 

Rahimakumullah-.                                                                                                                        

                                                           
87 Al-Syafií, al-Umm, Bairut: Daar al-Ma’rifah, 1990, juz 5, h. 19. 
88al-Bahuti al-Hambali, Syarah Muntaha al-Iradat, t.tp: Alam al-Kutub, 1993, juz 2, h. 

636. 
89al-Sarkhasi, al-mabsūṭ, Bairut: Daar al-Ma’rifat, 1993, juz 5, h. 7. 
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Pendapat Imam Abu Hanifah ini didukung oleh kalangan Malikiyah, 

diantaranya adalah pendapat al-Shawi al-Maliki yang berbunyi: 

ابِّأنَاْ اكَبِّرَتْ ااأوَْ االْحَياَءِّ هْباَُ  ُِّ ا احَتَّىازَالَ ناَ االز ِّ نْهَا امِّ رَ اتكََرَّ اوَلَوْ ن ا ابِّزِّ بهَغََتْاوَزَالَتْابكََارَتهَُا

بْرُهَا َُ نْهاُفهََهاُ هَا،اأوَْاوَل َُتَْامِّ هِّ ُْ عَنْاوَ
90 

Artinya: atau wanita itu sudah besar, yakni baligh, dan keperawanannya hilang 

karena zina, meskipun berulang kali, dari zina sehingga hilang rasa 

malunya dari wajahnya, atau ia melahirkan, maka bagi wali boleh 

memaksanya. 

Dalam pendapat al-Shawi di atas dapat dipahami bahwa wanita yang pernah 

berzina dalam hal perijinannya dianggap sebagaimana wanita yang masih 

perawan dikarenakan bagi wali boleh memaksanya, yang mana hal ini adalah 

kebijakan wali bagi wanita yang masih perawan. 
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BAB III 

PENDAPAT DAN ISTINBĀṬ  HUKUM IMAM IMAM  ABU HANIFAH 

DAN AL-SYAFI’I TENTANG PERSETUJUAN WANITA ZINA DALAM 

PERNIKAHAN 

 

A. Biografi Imam Abu Hanifah 

1. Kelahiran dan silsilah 

Nama lengkapnya Imam Abu Hanifah adalah Nu’man bin Syabit ibn Zufiy 

al-Taimiy. Al-Taimy masih ada hubungan keluarga dengan ‘Ali bin Abi Thalib. 

Beliau lahir di Kūfah91 tahun 80 H/ 699 M, dan wafat pada bulan Syawal tahun 

150 H/ 767 M pada usia 70 tahun. Beliau berasal dari keturunan Persi, yang 

menjalani hidup di dua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu 

masa akhir kekhalifahan Bani Umaiyyah dan awal masa kekhalifahan Bani 

Abbasiyyah.92 

Secara silsilah tabi’in, Abu Hanifah termasuk generasi Islam ketiga setelah 

Nabi Muhammad saw (athba’ al-tābi’īn). Pada masanya, empat sahabat Nabi 

masih hidup, yaitu: Anas ibn Malik di Bashrah, Abdullah ibn Ubay di Kūfah, dan 

Sahl ibn Sa’ad al-Saydiy di Madinah dan Abu al-Thufail ‘Amir ibn Wailah.93 

Imam Abu Hanifah dimakamkan di pakuburan Khizra. Pada tahun 450 H/ 

1066 M, didirikan sebuah sekolah yang diberi nama “Al-Jāmi’ Abu Hanifah”.94 

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah 

                                                           
91Kūfah merupakan sebuah kota di Iraq. Iraq adalah sebuah Negara di Timur Tengah atau Asia 

Barat Daya, yang meliputi sebagian terbesar daerah Mesopotamia serta ujung barat laut dari Pegunungan 

Zagros dan bagian timur dari Gurun Suriah. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan, 

Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara, dan Iran di timur. Irak mempunyai bagian yang sangat 

sempit dari garis pantai di Umm Qashr di Teluk Persia”.Ia terletak 10 km di timur laut Najaf“Najaf al-Asyraf 

 ialah sebuah kota di Irak yang terletak 160 km di selatan Baghdad, Baghdad adalah ibu kota (النجف ْاشرفر )

Irak dan provinsi Baghdad adalah kota terbesar kedua di Asia Barat Daya setelah Teheran. Lihat: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kufah. diakses 31-05-2016, pukul 11.00 wib. 
92 Abdul Karīm Zaidan, Op.Cit.,hal. 130. 
93 Hasbiyallah, Op.Cit., hal. 140. 

94 Muhammad Ma’shum Zein, Op.Cit., hal. 132. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Iraq
https://id.wikipedia.org/wiki/Najaf
https://id.wikipedia.org/wiki/Kufah
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Dalam studinya, pada abad kedua hijriyah, Imam Abu Hanifah memulai 

belajar ilmu Fikih di Irak pada Madrasah Kūfah, yang dirintis oleh Abdullah bin 

Mas’ūd (W. 63 H/ 682 M) dan berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu 

Sulaiman al-Asy’ariy, murid dari Alqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-

Thabi’iy. Kepemimpinan Madrasah kemudian diserahkan kepada Hammad bin 

Sulaiman al-Asy’ariy. Di sinilah Imam Abu Hanifah banyak belajar pada Fuqaha 

dari kalangan Tabi’in, seperti Atha’ bin Rabbah dan Nafi’ Maula bin Umar. Dari 

Hammad inilah Imam Abu Hanifah banyak belajar Fiqh dan Hadis. 

Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah meskipun tidak 

begitu lama untuk mendalami Fiqh dan Hadis. Di tempat ini pulalah beliau dapat 

bertemu dan berdiskusi dalam berbagai bidang ilmu fiqh dengan salah seorang 

murid Abdullah ibn Abbas r.a, sehingga tidak mengherankan jika sepuluh tahun 

sepeninggalan guru besarnya (Hammad bin Sulaiman al-Asy’ariy, W. 130 H), 

majlis madrasah Kūfah sepakat untuk mengangakat Imam Abu Hanifah sebagai 

kepala Madrasah. Selama menjadi kepala madrasah itu beliau banyak 

mengeluarkan fatwa-fatwanya dalam bidang fiqh. Fatwa-fatwa itulah yang 

menjadi dasar-dasar pemikiran Madzhab Hanafi sampai sekarang.95 

3. Guru-guru Imam Abu Hanifah 

Guru-guru Imam Abu Hanifah yang terkenal diantaranya, al-Sya’bi dan 

Hammad ibn Abi Sulaiman di Kūfah, Hasan Bashri di Basrah, Atha’ ibn Rabbah 

di Makkah, Sulaiman dan Salim di Madinah.Dalam kunjungan yang kedua 

kalinya ke Madinah, Imam Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad Baqir dari 

Syi’ah dan putra Baqir yaitu Ja’far al-Shadiq. Beliau banyak mendapat ilmu dari 

ulama ini.96 

Dalam riwayat biografi yang lain, disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah 

juga berguru kepada Anas bin Malik (sahabat Rasulallah) ketika Anas bin Malik 

berkunjung ke Kūfah. Disamping itu, beliau juga telah menimba ilmu kepada 

                                                           
95 Abdul Karīm Zaidan, Op.Cit.,hal. 130-131. 
96 A. Jazuli, Ilmu Fiqh “Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Prenada 

Media Graup, Cet. Ke-9, 2013), hal.  126-127.  
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empat imam besar dari ahlul bait Rasulallah saw, yaitu Imam Zaid bin Ali Zainal 

Abidin seorang Imam Zaidiyah yang mati syahid dalam perang melawan Bani 

Umayah bin Abdul Malik pada tahun 122 H. Ia juga berguru kepada Muhammad 

bin Ali saudara Zaid yang dikenal dengan nama Muhammad Baqir, lalu berguru 

pada putranya Imam Ja’far bin Muhammad, dan juga kepada Abdullah bin 

Hasan.97 

4. Para Pendukung Mazhab Hanafi dan Murid-muridnya 

Penyebaran suatu pemikiran seorang tokoh dapat dilihat dari ada dan 

tidaknya para murid dan pendukungnya. Masalah-masalah fikih yang terdapat 

dalam Madzhab Hanafi dibedakan menjadi tiga, yaitu: al-Ushūl, al-Nawādir; dan 

al-Fatawā. 

Pertama, kitab al-Ushūl adalah masalah yang dinamai dhahir al-riwāyah, 

yaitu pendapat yang diriwayatkan Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu 

Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibaniy 

telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam 

kitab dhahir riwāyah. Kitab-kitab yang termasuk dhahir riwāyah berjumlah enam 

buah. 

Enam kitab tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi satu 

dalam suatu kitab tersendiri oleh al-Hakim al-Syahid yang kemudian diberi 

namaal-Kāfi. Kitab ini kemudian dikomentari (disyarahi) oleh Syamsyuddin al-

Syarkhasi dan syarah kitab al-Kāfi diberi nama kitab al-Mabsūth. 

Kedua, kitab al-Nawādir adalah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari 

Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak termasuk dalam kategori dhahir riwāyat. 

Kitab-kitab yang termasuk al-Nawādir yang terkenal adalah al-Kaisaniyat, al-

Ruqayat,al-Haruniyat, dan al-Jurjāniyyat. 

Ketiga, kitab al-Fatawā adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu 

Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah, seperti kitab al-Nawāzil, 

                                                           
97Ibid, hal. 18-19. 
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karya Abi Laits al-Syamarqandi. Kitab-kitab Fatawā Hanafiyyah yang terkenal 

adalah: Fatawā al-Kaniyyat, karya Qadhi Khan, Fatawā al-Hindiyah, Fatawā al-

Khairiyyah, Fatawā al-Bazziyah, dan Fatawā al-Hamidiyyah. 

Para pendukung madzhab Hanafi dan yang berjasa membukukan fatwa-

fatwa gurunya, ialah:     

1. Abu Yusuf Ya’kub bin Ibrahim bin Habib al-Anshariy (113-183 H/ 732-798 

M). Beliau ini menjadi seorang Qadhi al-Qudhat (ketua Hakim tinggi yang 

diberi kekuasaan untuk mengangkat para Hakim daerah) pada masa Khalifah 

Harun al-Rasyid.98Ia berjasa dalam upaya memodifikasi Madzhab Hanafi dan 

menyebarkan pemikiran mazhab Hanafi ke berbagai penjuru Negeri. 99 Ia 

menyusun kitab dengan judul “al-Kharāj” yang membahas tentang hukum 

Pajak Tanah.100 Ia juga menyusun kitab Ihtilāf Abu Hanifah dan Muhammad 

Abdurrahman yang dikenal dengan Ibn Abi Layla, kitab Ihtilāf  al-Amshār, al-

Rad ‘ala Malik bin Annas dan kitab al-Washaya.  

2. Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibaniy (132-189 H/ 189-805 M). Ia 

lahir di Wasit, tumbuh dewasa di Kūfah, kemudian tinggal di Baghdad. Ia 

belajar pertama kali kepada Abu Hanifah kemudian berguru kepada Abu 

Yusuf. Ia juga banyak bergaul dengan Imam Malik bin Annas. al-Syaibany 

merupakan salah satu murid Imam Abu Hanifah yang banyak sekali menyusun 

dan mengembangkan hasil karya Abu Hanifah, diantaranya yang terkenal 

adalah “al-Kutūb al-Sittah”(enam Kitab, “kitab dhahir riwāyah), yaitu: 

1. Kitab al-Mabsūth  

2. Kitab al-Ziyād 

3. Kitab Jāmi’ al-Shaghīr 

4. Kitab Jāmi’ al-Kabīr 

5. Kitab Syairu al-Kabīr 

6. Kitab Syairu al-Shaghīr. Keenam kitab tersebut diringkas menjadi satu 

dengan membuang keterangan yang terulang-ulang oleh Imam Abu al-

                                                           
98Abdul Karīm Zaidan, Op.Cit.,.hal. 134. 
99 Hasbiyallah, Op.Cit., hal. 217. 
100 Abdul Karīm Zaidan, Op.Cit., hal.133.   
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Fadhal Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruziy (W. 344 H) 

dengan nama al-Kāfi, kemudian disyarahi oleh Imam Syamsul Aimah 

Muhammad bin Ahmad al-Syarkhasiy, yang diberi nama al-Mabsūth  “30 

Juz”. 

3. Zufar ibn al-Hudzail bin Qais al-Anbarī al-Kufiy (110-189 H/ 159-775 M). Ia 

lahir di Isfahan dan wafat di Bashra. Ia adalah pengikut aliran ahl al-ra’yu. Ia 

piawai dalam bidang qiyās, murid terbaik Abu Hanifah dalam bidang ini.101 

4. Hasan ibn Ziyad al-Lu’lu’iy (133-204 H). Pertama Ia berguru kepada Abu 

Hanifah kemudian kepada dua sahabatnya, yaitu: Abu Yusuf dan Muhammad. 

Ia terkenal sebagai perawi hadis dan mampu merekontruksi pemikiran Abu 

Hanifah dengan baik.102 

Sesudah para ‘ulama tersebut, lahirlah di kemudian hari para ulama ahli 

fikih angkatan baru yang melanjutkan perkembangan dan menyebarkan madzhab 

Hanafi, diantaranya adalah: Abi al-Laits al-Samarqandiy (W. 373), yang 

mengarang kitab al-Nawāzil103. 

Melalui karya-karya itulah, Abu Hanifah beserta madzhabnya berkembang 

dan berpengaruh sangat luas dalam dunia Islam, sehingga pada masa 

pemerintahan dipegang oleh Khalifah Bani Abbasiyyah, madzhab Abu Hanifah 

menjadi sebuah aliran Madzhab yang paling banyak diikuti dan dianut oleh umat 

Islam. Pada masa kerajaan “Utsmani” mazhab Hanafi bahkan menjadi salah satu 

aliran mazhab resmi negara dan sampai sekarang mazhab Hanafi tetap menjadi 

kelompok mayoritas disamping aliran madzhab al-Syafi’i. 

5. Karya-karya Ilmiah Imam Abu Hanifah 

Karya-karya Ilmiah yang telah dihasikan oleh Imam Abu Hanifah sebagai 

dasar pokok pengembangan madzhabnya dapat dilihat dari tiga karya besarnya, 

sekalipun masih dalam bentuk sebuah majalah ringkas, yaitu: 

                                                           
101 Hasbiyallah, Op.Cit., hal. 217. 
102Ibid, hal. 217. 
103 Abdul Karīm Zaidan, Op.Cit., hal. 135. 
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1. Kitab Fikh al-Akbar. 

2. Kitab Al’Ālim wa al-Mu’alim 

3. Kitab Al-Musnad fi al-Fiqh al-Akbar. 

Dalam menanggapi masalah ini, Ayeed Amir Ali menyatakan bahwa karya-

karya Abu Hanifah, baik yang berkaitan dengan fatwa-fatwa maupun ijtihad-

ijtihadnya saat itu (pada masa beliau masih hidup) belum dibukukan, tetapi baru 

setelah wafat, murid-murid dan pengikutnya membukukan, sehingga menjadikan 

madzhab ahl al-Ra’yu ini menjadi hidup dan berkembang dan dalam 

perkembangan selanjutnya berdiri sebuah Madrasah yang kemudian dikenal 

dengan sebutan “Madrasah Hanafi atau Madrasah Ahl al-Ra’yi.104 

6. Metode Istinbāṭ Imam Abu Hanifah 

Hudhari Bik dalam bukunya Tarīkh al-Tasyri’ al-Islamiy menjelaskan 

bahwa dasar-dasar istinbāt Imam Abu Hanifah, sebagai berikut: 

“Aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah, bila tidak ditemukan di 

dalamnya, aku ambil dari sunah Rasul, jika aku tidak menemukan pada 

kitab dan sunahnya, aku ambil pendapat-pendapat sahabat.Aku ambil 

perkataan yang aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka 

kepada pendapat orang lain selain mereka. Apabila telah sampai urusan itu 

atau telah datang kepada Ibrahim, al-Syaibani, Ibnu Sirin, al-Hasan, Atha’, 

Sa’id, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang 

yang telah berijtihad.”105 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa istinbāṭ Imam Abu Hanifah 

menggunakan sumber dan metode sebagai berikut: 

a) Kitab Allah (al-Qur’an)  

                                                           
104 Di kutip oleh Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab, Studi Analisis 

Istinbath Para Fuqaha, (Jombang Jatim: Dārul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008), hal. 137-138. 
105Hudhari Bik, Tarikh al-Tasyri’ al-Islāmiy,Tarjamah Tarikh aL-Tasyri’ al-Islamiy,Terj, 

Muhammad Zuhri, (Dārul Ikhya’ Indonesia, 1980), hal. 410. Lihat Pula: Abdul Karīm Zaidan, Op.Cit.., hal. 

133. 
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Al-Qur’an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-

Qur’an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, 

tertulis dalam bahasa arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara 

mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, 

dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.106 

Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama yang berprinsip bahwa 

al-Qur’an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari’ah. Al-Qur’an 

memaparkan berbagai ketentuan syari’ah, baik yang memerlukan penjelasan 

lebih lanjut dari al-Sunah. Al-Qur’an disamping berperan sebagai sumber 

hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses 

kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang 

dirumuskan oleh seorang mujtahid.107 

b) Sunah Rasulallah saw 

Sumber penetapan hukum setelah al-Qur’an adalah sunnah, yakni segala 

sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain al-Qur’an baik berupa 

perkataan, perbuatan maupun ketetapannya berkenaan dengan hukum syara’.108 

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi  

sunnah menjadi mutāwatir dan ahad. Hanya saja, Imam Abu Hanifah 

sebagaimana ulama Hanafiyyah lainnya, agak ketat menetapkan syarat-syarat 

yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad.Para imam mazhab telah 

sepakat tentang keharusan mengamalkan hadis ahad dengan syarat berikut: 

1) Perawi hadis sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal 

2) Perawi harus muslim, karena bila tidak muslim tidak bisa dipercaya hadis 

tersebut benar-benar dari Rasulallah 

3) Perawi haruslah orang yang adil, yakni orang yang senantiasa bertaqwa dan 

menjaga dari perbuatan-perbuatan tercela 

                                                           
106 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushūl Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998), hal. 50. 
107 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 

1999), hal. 141-142. 
108 Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008), hal. 49. 
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4) Perawi harus betul-betul dzabith terhadap yang diriwayatkannya dengan 

mendengar langsung dari Rasulallah, memahami kandungannya, dan benar-

benar menghapalnya 

Persyaratan di atas disepakati oleh para Imam Madzhab, namun Ulama 

Hanafiyyah memberikan persyaratan-persyaratan tambahan lainnya, yaitu: 

1) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu. Berdasarkan hal ini, 

ulama Hanafiyyah tidak membasuh bejana yang dijilat anjing sebanyak 

tujuh kali, seperti yang ditunjukan oleh hadis Abu Hurairah yang berbunyi: 

كُمْاإِّذاَاوَلغََفِّين اأحََن ُِّ اوَسَهَّمَ:اطَهُورُاإِّنَناءِّ اعَنْاأبَِّياهُرَيْرَةَ،اقاَلَ:اقاَلَارَسُولُااللهِّاصَهَّىااللهاُعَهَيْهِّ هِّ

ابِّالت رَا ِّا اأوُلَهُنَّ ات  هَهاُسَبْعَامَرَّ  الْكَهْبُ،اأنَْايغَْسِّ

Artinya: Sucinya wadah salah satu di antara kamu jika dijilat anjing dengan 

mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah. 

 

Mereka membasuhnya sebanyak tiga kali sebab Abu Hurairah (perawi) 

sendiri membasuhnya tiga kali, sedangkan jumhur tetap membasuhnya 

sebanyak tujuh kali. 

2) Riwayat itu (kandungan hadis) bukan hal yang umum terjadi dan layak 

diketahui oleh setiap orang, seperti menyentuh kemaluan, karena hal yang 

demikian diketahui dan diriwayatkan oleh orang banyak. Dengan demikian, 

hadis mengenai hal tersebut dipandang sadz (ganjil). Oleh sebab itu, 

menurut ulama Hanafiyah menyentuh kemaluan (penis) tidak membatalkan 

wudhu. 

3) Riwayat hadis itu tidak menyalahi qiyās selama perawinya tidak Fakih. Di 

antara para perawi yang tidak Fakih menurut mereka adalah Abu Hurairah, 

Salman al-Farisi, dan Anas bin Malik. Oleh sebab itu, mereka menolak 

hadis riwayat mereka (Abu Hurairah, Salman al-Farisi dan Anas bin Malik) 

yang bertentangan dengan prinsip qiyās.109 

c) Fatwa-fatwa Sahabat 

Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para shahabat. Dia 

menerima, mengambil, serta mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika ada 

                                                           
109 Rachmat Syafe’i,  Op.Cit.,, hal. 62-63. 
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pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka ia mengambil salah 

satunya. Dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, ia 

berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabi’in, karena mereka sederajat 

dengan dirinya.110 Menurut Abu Hanifah, ijma’ sahabat ialah: “Kesepakatan 

para mujtahidin dari ummat Islam di suatu masa sesudah Nabi, atas suatu 

urusan”. 

Ta’rif itulah yang disepakati ulama ahl al-Ushūl. Ulama Hanafiyyah 

menetapkan bahwa ijma’ itu dijadikan hujjah. Mereka menerima ijma’ qauliy 

dan ijma’ sukutiy. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru 

terhadap suatu urusan yang telah disepakati oleh para ulama, karena membuat 

hukum baru adalah menyalahi ijma’. Paling tidak, ada tiga alasan yang 

dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah dalam menerima ijma’ sebagai hujjah”, 

yaitu: 

1. Para shahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang timbul. Umar bin 

Khattab dalam menghadapi suatu masalah, sering memanggil para sahabat 

untuk diajak musyawarah dan bertukar pikiran. Apabila dalam musyawarah 

tersebut diambil kesepakatan, Umar-pun melaksanakannya. 

2. Para Imam selalu menyesuaikan pahamnya dengan paham yang telah 

diambil para ulama-ulama di Negerinya, agar tidak dipandang ganjil, dan 

tidak dipandang menyalahi umum. Dan Abu Hanifah tidak mau menyalahi 

suatu yang telah difatwakan oleh ulama-ulama Kūfah. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa 

ijma’ merupakan salah satu hujjah dalam Agama, yang merupakan hujjah 

qath’iyyah. Mereka tidak membedakan antara macam-macam ijma’.Oleh 

karena itu, apapun bentuknya kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan 

para ulama atau masyarakat, itu berhak atas penetapan suatu hukum dan 

sekaligus menjadi hujjah hukum.111 

d) Ijma’ 

                                                           
110 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushūl Fiqh ”Metode Istinbāth dan Istidlal”, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013), hal. 7.  
111 Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab, Op.Cit.,, hal. 93. 
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Ijma’ adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada 

suatu masa setelah wafatnya Nabi, atas suatu hukum syara’ dalam suatu kasus 

tertentu.112 

Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya ijma’ ada dua macam: 

1) Ijma’ Sharih, yaitu ijma’ dengan tegas, persetujuan dinyatakan baik dengan 

ucapan maupun dengan perbuatan. 

2) Ijma’ Sukuti, yaitu ijma’ yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh 

sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka 

menyetujui atau menentang.113 

Ijma’ bentuk pertama (ijma’ sharih) merupakan hujjah menurut jumhur 

ulama.Sedangkan ijma’ kedua (ijma’ sukuti) hanya ulama-ulama Hanafiyyah 

yang menganggapnya sebagai hujjah, karena menurut mereka, diamnya 

seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan 

kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan 

karena takut.114 

e) Al-Qiyās 

Definisi qiyās menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan hukum 

sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur’an dan Hadis dengan cara 

membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan 

nash.115 A. Djazuli mengemukakan qiyās ialah mempersamakan hukum yang 

belum dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan 

illathukum.116 

Imam Abu Hanifah menggunakan qiyās apabila dalam al-Qur’an dan 

Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi 

persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan qiyās dengan 

cara menghubungkan persoalan-persoalan (furū’) tersebut kepada sesuatu yang 

                                                           
112 A. Djazuli, Metodologi Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 49. 
113Ibid, hal. 73. 
114Ibid. 
115 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum, dkk.,Op.Cit., hal.336. 
116A.Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: 

Kencana, 1987), hal. 77. 
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telah ditetapkan hukumnya oleh nash (ashal), dengan melihat kesamaan illat, 

maka hukum furū’sama dengan hukum ashal.117 

Walaupun demikian, tidak berarti bahwa semua masalah yang baru 

timbul dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur’an dan sunnah serta ĳma’, boleh 

diqiyāskan begitu saja, atas dalil kemaslahatan umum.Ada beberapa syarat dan 

rukun yang harus dipenuhi tatkala hendak mengqiyāskan suatu permasalahan 

kepada hukum lama. Rukun yang harus dipenuhi dalam qiyāsyaitu: 1). asal, 

yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyāskan, 

dalam istilah ushul fiqh disebut al-ashl atau al-musyabbah bihi; 2) cabang (al-

far’u), yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya. Dalam istilah ushul fiqh 

disebut al-far’u al-maqīs atau al-musyabbah; 3) hukum asal, yaitu hukum yang 

dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang; 4) 

illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau yang 

munasabah dengan ada dan tidak adanya hukum. Dan illat inilah yang akan 

menjadi titik tolak serta pĳakan dalam melaksanakan qiyās.118 

f) Al-Istiḥsān 

Istiḥsān yang diartikan sebagai “konstruksi yang menguntungkan”, atau 

juga sering dikatakan sebagai pilihan hukum dĳadikan hujjah (argumen) oleh 

Fuqaha madzhab Hanafi.Daripada menggunakan dan mengikuti qiyāssecara 

kaku, seorang Fuqaha Hanafi lebih suka memilihjalan keluar yang lain, yaitu 

meninggalkan qiyāsyang tersembunyi atau halus (qiyās khafi), sebuah 

divergensi qiyās yang jelas (jali) dan bersifat eksternal dengan model 

pengambilan keputusan dari dalam diri yangterkondisi. 

Menurut Hasan al-Kurkhi yang dikutip oleh Rahmat Syafe’i, istiḥsān 

adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang 

hukum yang lain, karena adanya sesuatu yang lebih kuat yang membutuhkan 

keadilan.Sedangkan menurut Abu Zahrah yang dikutip oleh Rahmat Syafe’i, 

bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan istiḥsān. Begitu pula dalam 

keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab Ushūl yang menyebutkan bahwa 

                                                           
117 Dede Rosyada, Op.Cit.,hal. 143. 
118 Hasbiyallah, Op.Cit, hal. 94. 
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Hanafiyyah mengakui adanya istiḥsān. Bahkan, dalam beberapa kitab Fikihnya 

banyak terdapat permasalahan yang menyangkut istiḥsān.119  

g) Al-‘Urf 

Urf  (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima sebagai sumber 

syari’ah oleh madzhab Hanafi. Menurut madzhab Hanafi, ‘urf dapat melampui 

qiyās, namun tidak dapat melampui nash al-Qur’an dan sunnah. Ia melakukan 

segala urusan atas qiyās. Apabila tidak baik dilakukan qiyās, Ia melakukannya 

atas istiḥsān selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan 

istiḥsān, kembalilah Ia kepada ‘urf  manusia.120 

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode 

istinbāṭ, terlebih dulu Imam Abu Hanifah membagi ijtihad ke dalam dua 

golongan, yaitu ijtihad dengan nash (al-Ijtihād bi al-Nushūs) dan ijtihad dengan 

selain nash (al-Ijtihād bi Ghairi al-Nushūs). Ijtihad dengan nash, pertama ia 

melihat nash al-Qur’an, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak ditemukan, maka ia 

menengok ke sunah Nabi. Tentang sunah ini ia memilih beristidlal dengan qiyās 

daripada hadis ahad. Jika tidak menemukan dalam sunah, maka mencari qaul 

sahabat. Jika ternyata banyak qaul yang berbeda-beda maka ia memilih salah 

satunya dengan meninggalkan yang lain. Jika pencarian qaul ini sudah sampai 

generasi tabi’in, seperti Ibrahim al-Nakha’i, al-Sya’bi, Ibn Syirin, Hasan Atha’ 

dan Sa’id ibn Musyayyab, maka ia berijtihad sendiri sebagaimana mereka juga 

berijtihād. Alasannya adalah mereka masih satu generasi. 

Mengenai ijtihad dengan selain nash, pertama ia menggunakan qiyās setelah 

tidak menemukan qaul sahabat tadi. Jika dengan qiyās justru bertentangan dengan 

nash, ijma’ dan maslahat maka menggunakan istiḥsān. Tentang istidlal dengan 

istiḥsān ini ia terkenal paling profesional dan sering menerapkannya dibanding 

dengan para ulama lainnya pada masanya, terutama ulama Hijaz. Jika dengan 

istiḥsān masih menemukan kebuntuan, maka ia menggunakan dalil ijma’. 

Menurutnya ijma’ dapat terjadi setelah masa sahabat. Jika tidak menemukan dalil 

                                                           
119 Rahmat Syafe’i, Op.Cit, hal. 111-114. 
120 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. ke-2, 2005)., hal. 153. 
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ijma’ maka ia menggunakan ‘urf shalih (shahih), yaitu yang tidak bertentangan 

dengan nash dan maqāshid. 

Banyaknya Imam Abu Hanifah dalam menerapkan dalil akal dalam 

masalah-masalah furū’iyyah ini dapat dipahami karena sedikitnya 

perbendaharaaan hadis-hadis tentang hukum. Secara geografis, Baghdad dan 

Kūfah, adalah dua kota yang jauh dari pusat tradisi Nabi, yaitu Madinah dan 

sekitarnya.121 

B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Persetujuan Wanita Zina dalam 

Pernikahan 

1. Pendapat Imam Abu Hanifah 

Dalam masalah persetujuan wanita zina dalam pernikahan, Imam Abu 

Hainfah menganggap status wanita tersebut adalah masih perawan. Oleh karena 

itu, apabila ia dilamar, persetujuannya adalah dengan diamnya. Dalam al-mabsūṭ, 

al-Sarkhasi berkata: 

نْ ُاَأبَِّياحَنِّيفةَاَ ينِّاعِّ نْ ُاَالتَّزْوِّ ااإذاَازَنَتْايكُْتفََىابِّسُكُوتِّهَااعِّ اُتعَاَلَىا-فأَمََّ مَهاُاللََّّ  122رَحِّ

Artinya: Adapun apabila ia (wanita) berzina, cukup diamnya (sebagai persetujuan) 

ketika menikah menurut Abu Hanifah- Rahimakumullah-.                                                                                                                        

Pendapat Imam Abu Hanifah ini didukung oleh kalangan Malikiyah, 

diantaranya adalah pendapat al-Shawi al-Maliki yang berbunyi: 

االْحَيَا هْباَُ  ُِّ ا احَتَّىازَالَ ناَ االز ِّ نْهَا امِّ رَ اتكََرَّ اوَلَوْ ن ا ابِّزِّ ابهَغََتْاوَزَالَتْابكََارَتهَُا ابِّأنَْ اكَبِّرَتْ اعَنْاأوَْ اءِّ

بْرُهَا َُ نْهاُفهََهاُ هَا،اأوَْاوَل َُتَْامِّ هِّ ُْ وَ
123 

Artinya: atau wanita itu sudah besar, yakni baligh, dan keperawanannya hilang 

karena zina, meskipun berulang kali, dari zina sehingga hilang rasa 

malunya dari wajahnya, atau ia melahirkan, maka bagi wali boleh 

memaksanya. 

Dalam pendapat al-Shawi di atas dapat dipahami bahwa wanita yang pernah 

berzina dalam hal perijinannya dianggap sebagaimana wanita yang masih 

                                                           
121 Abdul Mughits, Kritik Nalar Fikih Pesantren, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 74-75. 
122Al-Sarkhasi, al-mabsūṭ, (Bairut: Daar al-Ma’rifat, 1993), juz 5, h. 7. 
123Al-Shawi al-Maliki, Hasyiyah al-Shawi, (t.tp: Daar al-Maarif, t.th, juz 2), h. 354. 
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perawan dikarenakan bagi wali boleh memaksanya, yang mana hal ini adalah 

kebijakan wali bagi wanita yang masih perawan. 

 

2. Metode istinbāt hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah  

Secara geografis, Imam Abu Hanifah lahir di Kūfah (Irak) yang 

penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan 

dan peradaban.Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan 

hidup serta problematika yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka “terpaksa” 

memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah 

ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti pada masa kehidupan Nabi. 

Untuk mengatasinya, para Fuqaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur’an, sunah 

dan ijma’ para sahabat. Oleh karena itulah, mereka tidak merasa perlu untuk 

berijtihad seperti Fuqaha Irak. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah menghadapi 

persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang sarat dengan budaya dan 

peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis Nabi “terpaksa” atau “selalu” 

menggunakan akal (rasionya).124 

Menurut Muhammad bin Ahmad al-Sarkhasi al-Hanafiy, Imam Abu 

Hanifah dalam masalah perijinan wanita zina berpendapat bahwa: 

اأبَوُاحَنِّيفةََا نَّ اُتعَاَلَىاا-وَلكَِّ مَهُااللََّّ االَالِّهْبكََارَةِّاا-رَحِّ ض  عَلَاسُكُوتهََاارِّ َُ بُاالشَّرْعِّاإنَّمَاا يَقوُلُاصَاحِّ

ا اعَائِّشَةَ ،افإَِّنَّ االْحَياَءِّ هَّةِّ ُاتعَاَلَىاعَنْهَااا-بَلْالِّعِّ يَااللََّّ ينَاا-رَضِّ يافحَِّ ااأاَْبَرَتْاأنََّهَااتسَْتحَِّ اقاَلَ:الَمَّ ئِّذ 

االشَّا ة ؛الِّفَرْطِّ امَرَّ ناَ افإَِّنَّهَااوَإِّنْاابُْتهُِّيَتْابِّالز ِّ ودةٌَ ُُ امَوْ اهُناَ االْحَياَءِّ
ضَاهَا،اوَغَهَبَةُ اأوَْاسُكُوتهَُاارِّ بَقِّ

افاَ اظُهُورَ سْتِّنْطَاقِّ االِّ افِّي نََّ الِّْ ايزَْداَد؛ُ ابَلْ احَياَؤُهَا مُ اينَْع َُِّ الَ ناَ االز ِّ اعَهَى هَتْ يَاأكُْرِّ اوَهِّ شَتِّهَا، حِّ

اعَهَىا امَا اسَترََتْ نََّهَا الِّْ نْهَا؛ امِّ امَحْمُودٌ سْتِّحْياَءُ االِّ اوَهَذاَ ، سْتِّحْياَءِّ االِّ اغَايَةَ اذلَِّكَ نْ امِّ ي تسَْتحَِّ

هَا  125نَفْسِّ

Artinya: akan tetapi Abu Hanifah ra berkata: “Pemilik syara menjadikan diamnya 

perawan sebagai tanda kerelaannya bukan karena sifat keperawanannya, 

melainkan karena ilat malu. Aisyah ketika mengabarkan bahwasanya ia 

merasa malu, seketika itu Nabi saw bersabda: ‘Diamnya merupakan 
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kerelaannya’. Kemenangan malu dalam masalah ini terwujudkan. 

Wanita, meskipun dicoba dengan zina sekali karena nafsu yang besar 

atau dipaksa zina, tidak akan hilang rasa malunya bahkan bisa 

bertambah. Karena di dalam permintaan jawaban ada kejelasan 

keburukannya, yaitu bahwasanya dia malu.dan kemaluan itu terwujud 

darinya, karena ia menutupi keburukan dalam dirinya. 

Dari pemaparan di atas, sebenarnya hadis yang dijadikan dasar argumen 

antara Imam Abu Hanifah dengan Imam al-Syafií tidak berbeda. Akan tetapi, 

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang masih perawan, diamnya 

dianggap sebagai persetujuannya bukan karena ia masih perawan, melainkan 

karena sifat pemalu yang biasa ada pada wanita yang masih perawan. Hal ini juga 

terjadi pada wanita yang berzina. Wanita yang pernah berzina akan merasa lebih 

malu karena perbuatan buruk yang pernah dilakukannya (zina) daripada wanita 

yang masih perawan jikalau ia dimintai persetujuannya dalam urusan menikah. 

Oleh karena itu, wanita yang pernah berzina tanda persetujuaannya adalah tetap 

dengan diamnya. 

 

C. Biografi Imam Al-Syafi’i 

1. Kelahiran dan silsilah 

Nama lengkap Imam al-Syafi’i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris 

al-Syafi’i. Silsilah keturunan beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin 

Usman bin Syafi’ bin Sa’ib bin Ubaid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdul Manaf 

(putra Qusai).126 

Imam al-Syafi’i dilahirkan di Ghaza (sebuah kota yang terletak di 

perbatasan wilayah Syam ke arah Mesir, tepatnya di sebelah Selatan Palestina. 

Jaraknya dengan Kota ‘Asqalan sekitar dua Farsakh), beliau dilahirkan pada 

Jum’at siang, akhir bulan Rajab tahun 150 H atau 767 M.127 

                                                           
126 Imam al-Syafi’i, Al-Umm, (Bayrut: Dārul Wafa’, Juz I, 2001), hal. 1. 
127Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama 

RI, 2012), hal. 207. 
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Imam al-Syafi’i wafat dalam usia 54 tahun. Beliau dimakamkan dalam 

lingkungan masjidnya di Qarafah Mesir. Beliau dimakamkan pada hari Jum’at, 

sesudah shalat ashar tanggal 29 Rajab tahun 204 H.128 

2. Pendidikan Imam al-Syafi’i 

Imam al-Syafi’i lahir di Palestina karena ketika itu kedua orang tua Imam 

al-Syafi’i berada di sana demi keperluan penting. Dalam perjalanan menuju 

Palestina ayahnya meninggal dunia, sementara Imam al-Syafi’i masih dalam 

kandungan ibunya.Ketika berumur 9 tahun Imam al-Syafi’i telah hafal al-Qur’an 

30 Juz.Usia 19 tahun telah mengerti isi kitab Al-Muwātha’, karya Imam Malik.129 

Imam al-Syafi’i belajar pada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama-ulama 

Fikih, maupun ulama-ulama Hadis, sehingga Ia terkenal dalam bidang Fikih dan 

memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim ibn 

Khalid al-Zanjiy, menganjurkan supaya Imam al-Syafi’i bertindak sebagai 

mufti.Sungguh walaupun beliau telah memperoleh kedudukan yang tinggi, beliau 

tetap terus mencari Ilmu.130 

Di antara hal-hal yang sangat serius mendapat perhatian Imam al-Syafi’i 

adalah tentang metode pemahaman al-Qur’an dan al-sunnah atau metode istinbāṭ 

(Ushūl Fiqh). Meskipun para Mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat 

dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam 

sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat 

hukum Islam.131 Dalam kondisi demikianlah Imam al-Syafi’i tampil dan berperan 

                                                           
128 Imam al-Syafi’i, Al-Umm, Terj, Ismail Ya’kub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, Juz I, Cet Ke-II, 

2000), hal. 24. 
129 Musyaraf, Ibtihadj, Biografi Tokoh Islam, (Jakarta: PT Suka Buku 2010), hal. 74. 
130 Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 28. 
131Dalam suasana pesatnya perkembangan berbagai macam ilmu pengetahuan, Ushūl Fiqh muncul 

menjadi satu disiplin ilmu tersendiri.Bahkan terdapat dua aliran dalam penulisan Ushūl Fiqh, yaitu aliran 

jumhur (mayoritas) dan aliran Hanafiyah.Aliran jumhur merupakan aliran yang dianut oleh mayoritas 

kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah. Contoh kitab Ushūl Fiqh aliran jumhur antara lain: 1. Al-

Risālah, disusun oleh Imam al-Syafi’i (150-204 H). Buku ini merupakan buku pertama Ushūl Fiqh, 2.Al-

Burhān fi al-Ushūl Fiqh, disusun oleh Abu al-Ma’ali Abd al-Malik ibn Abdillah al-Juwaīniy yang bergelar 

Imam Harāmain (419-478 H). Pada aliran Hanafiyyah terdapat kitab Ushūl Fiqh, seperti: 1). Taqwīm al-

Dilālah, karya Imam Abu Zaid al-Dabusiy (w. 432H), ahli Ushūl Fiqh dari kalangan Hanafiyyah. 2). Al-

Manār al-Anwār, oleh Abu al-Barākat Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad al-Nasafiy (w. 710. H). Lihat 
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dalam menyusun sebuah buku Ushūl Fiqh. Kondisi ini juga turut didukung 

dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadis bernama Abdurrahman bin 

Mahdi (w. 198) di Baghdad agar Imam al-Syafi’i segera menyusun metodologi 

istinbāṭ.132 

 

3. Guru-guru Muhammad bin Idris al-Syafi’i 

Imam al-Syafi’i menerima Fiqh dan Hadis dari banyak guru yang masing-

masing mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat yang berbeda satu sama 

lainnya. Ia menerima ilmu dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, 

ulama-ulama Iraq, dan ulama-ulama Yaman.133 

Ulama-ulama Makkah yang menjadi guru Imam al-Syafi’i adalah, sebagai 

berikut: Muslim ibn Khalid al-Zinjiy, Sufyan ibn Uyainah, Sa’id ibn al-Kudah, 

Daud ibn Abdurrahman, Al-Attar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi 

Daud.134 

Sedangkan Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, yaitu: Malik ibn 

Annas, Ibrahim ibn Sa’ad al-Anshariy, Abdul Aziz ibn Muhammad al-

Darawardiy, Ibrahim ibn Yahya al-Asamiy, Muhammad Sa’id ibn Abi Fudaik, 

dan Abdullah ibn Nafi’ al-Shani.135 

Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki’ ibn Jarrah, Abu 

Usamah, Hammad ibn Usamah, Ismail ibn Ulaiyah, Abdul Wahab ibn Ulaiyah, 

dan Muhammad ibn Hasan.136 

                                                                                                                                                               
selengkapnya dalam buku Fiqh dan Ushūl Fiqh, Metode Istinbath dan Istidlal, karya Hasbiyallah, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013), hal. 8.   
132 Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 29. 
133Hasbi al-Shiddiqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 

1997), hal. 496. 
134 Ahmad al-Syurbasi, Al-‘Aimatul Arba’ah, terj, Hamid, Husaini “Empat Mutiara Zaman”, 

(Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hal. 149. 
135Ibid, hal. 135. 
136 Hasbi al-Shiddiqy, Op.Cit., hal. 487. 
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Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah: Muththarif ibn Mizan, 

Hisyam ibn Yusuf, Hakim Shan’a (Ibu Kota Repoblik Yaman), Umar ibn Abi 

Maslamah al-Auza’iy, dan Yahya Hasan.137 

4. Para Pendukung Madzhab al-Syafi’i dan Murid-muridnya 

Perkembangan madzhab al-Syafi’i tidak terlepas dari tiga faktor yaitu: 

murid, politik, dan faktor karya Ilmiah. Secara silsilah, pada masa Imam al-Syafi’i 

merupakan masa subur para Fuqaha, Muhaddis, Muarrikh dan para ulama 

dibidang lainnya.Oleh karena itu Imam al-Syafi’i dikenal sebagai pengusung 

madzhab moderat, yaitu mazhab yang menggabungkan antara ahli ra’yu (akal) 

dan hadis (tekstual). 

Penyebar Madzhab al-Syafi’i hingga menjadi mazhab yang besar dari 

murid-murid Imam al-Syafi’i diantaranya adalah: 

Abu Ali al-Hasan bin Muhammad al-Syabah al-Baghdadiy al-Za’faraniy (w. 260 

H.), Husain bin ‘Ali al-Karabishiy (w. 240 H), Imam Ahmad bin Hambal (pendiri 

Madzhab Hambali, w. 240), Abu Tsaur al-Kalabiy (w. 240 H), Ishaq bin Rahawaih 

(w. 277 H.), dan al-Rabi’ bin Sulaiman al-Muradiy “yang ikut pindah beliau ke 

Mesir (w. 270 H. ).138 

Adapun penyebar mazhab al-Syafi’i di Mesir, diantaranya adalah: Abu 

Ya’kub Yusuf bin Yahya al-Buwaithiy (w. 232 H), Abu Ibrahim Isma’il bin 

Yahya al-Muzaniy (w. 264 H), Al-Rabi’ bin Sulaiman al-Jiziy (w. 256 H), 

Harmalah bin Yahya al-Tujibiy (w. 243 H), Yusuf bin Abdul A’la (w. 264 H), 

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (w. 268 H), “yang keluar dari 

madzhab al-Syafi’i ke madzhab Malikiy sebagai madzhab ayahnya Abu Bakar al-

Humaidiy (w. 128 H), Abdul Aziz Umar (w. 234 H), Abu Utsman Muhammad 

bin al-Syafi’iy (putra al-Syafi’i, w. 232 H.), dan Abu Hanifah al-Asnawiy, 

keturunan kaum Qibthi, Mesir (w. 271 H.). 

                                                           
137Ahmad al-Syurbasi, Lok.Cit. 
138 Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab “Studi Analisis Instibath Para 

Fuqaha”, (Jombang: Dārul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008) , hal. 175. 
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Secara garis besar, dalam menguasai Fiqh ala mazhab Madinah, Imam al-

Syafi’i belajar langsung kepada Imam Malik, sedangkan dalam menguasai Fikih 

mazhab Iraq, beliau berguru kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibaniy yang 

merupakan penerus Fikih Hanafiy. Di samping itu, Imam al-Syafi’i mempelajari 

Fikih al-‘Auza’i dari Umar ibn Abi Salamah dan mempelajari Fikih al-Laits 

kepada Yahya ibn Hasan. 

5. Karya-karya Ilmiah Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i 

Kitab-kitab Imam al-Syafi’i baik yang ditulis langsung oleh beliau, 

didektikan oleh beliau kepada murid-muridnya, maupun kitab-kitab yang 

dinisbatkan kepadanya jumlahnya tidak kurang 113 buah kitab, baik yang 

membahas tentang Tafsir, Fikih, Adab maupun lainnya, diantaranya: 

1) Kitab ”Al-Risalāh”. Kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis, dimana di 

dalamnya membahas tentang beberapa ketentuan yang ada di dalam dua nash, 

baik itu dalam al-Qur’an al-Hadis, masalah-masalah yang berkaitan dengan 

adanya nāsikh-mansūkh, masalah jarh wa al-ta’dil dalam al-Hadis, syarat-

syarat penerimaan perawi tunggal, serta masalah-masalah yang berkaitan 

dengan ijma’, ijtihad, istiḥsān dan qiyās.139 

2) Kitab “Al-Umm”. Kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis dengan 

penyajian materi didalamnya secara argumentatif. Hal ini sebagaimana 

diungkapkan oleh muridnya bernama al-Rabi’ bin Sulaiman al-Muradiy. 

Pembahasan dalam kitab ini, terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan 

dengan ibadah, muamalah, masalah pidana dan munakahat. 140  Sedangkan 

dalam jilid ke-7 memuat berbagai macam persoalan, seperti: 

a. Adanya perbedaan pandangan Imam al-Syafi’i dan Imam Malik. 

b. Masalah pokok dalam wujud penolakan atau bantahan Imam al-Syafi’i 

terhadap pandangan sementara ulama, seperti: 

                                                           
139Abdul Karīm Zaidan, Al-Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari’ah al-Islamiyah, (Beirut Lebanon: Al-

Resalah, Cet. Ke-14, 1996), hal. 142. 
140Ibid. 
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1. Penolakan terhadap orang-orang yang tidak mau menerima hadis secara 

keseluruhan. 

2. Penolakan terhadap orang-orang yang menolak khabar atau hadis tertentu 

dan masalah pembatalan akan penggunaan dalil Istiḥsān. 

Bahkan dalam kitab ini dijelaskan tentang adanya bantahan Muhammad bin 

Hasan al-Syaibaniy terhadap aliran Madinah dalam bentuk perselisihan 

pandangan antara Imam Abu Hanifah dengan Abi Laits. 

Semua pembahasan di atas disajikan oleh beliau secara sistematis dan 

argumentatif, dimana setiap hukum furu’ yang dikemukakannya, tidak bisa 

terlepas dari penerapan ilmu  Ushūl Fiqh-Nya.Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa kitab al-Umm ini, merupakan hasil penggabungan dari beberapa kitab 

dalam berbagai pandangan para imam mujtahidnya.141 

6. Metode Istinbāṭ Hukum Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i. 

Pada masa Imam al-Syafi’i hidup, sudah banyak ahli fiqh, baik sebagai 

murid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik sendiri, yang masih hidup. Akumulasi 

berbagai pandangan fikih di Madinah, Irak, Syam, dan Mesir menjadikan Imam 

al-Syafi’i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fiqh.142 

Metode istinbāṭ hukum Imam al-Syafi’i secara garis besar dapat dilihat 

dalam kitab al-Umm terdapat dalam kutipan berikut: 

“Ilmu itu bertingkat secara berurutan, pertama-tama adalah al-Qur’an dan 

al-Sunnah; ketiga sahabat Nabi (fatwa sahabat) dan kami tidak tahu dalam 

fatwa tersebut tidak ada Ihtilāf  di antara mereka, keempat, Ihtilāf  sahabat 

Nabi, kelima, qiyās yang tidak diqiyāskan selain kepada al-Qur’an dan al-

Sunnah karena hal itu telah ada dalam sumber, sesungguhnya mengambil 

hal yang teratas....” 

                                                           
141 Muhammad Ma’shum Zein, Op.Cit., hal. 172-174.  
142 Hasbiyallah, Op.Cit., hal. 78. 
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Selanjutnya metode istidlal Imam al-Syafi’i, semuanya terangkum dalam 

kitab al-Risalah sekaligus merupakan metodologis pertama ushul fiqh-nya. Untuk 

lebih memperjelas metode istinbāṭ hukum Imam al-Syafi’i, penulis 

menguraikannya sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam al-Syafi’i menempatkan al-

Qur’an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang 

dapat menolak keontetikan al-Qur’an. 

Dalam pemahaman Imam al-Syafi’i atas al-Qur’an, beliau 

memperkenalkan konsep al-bayān. Melalui konsep al-bayān, beliau 

mengklasifikasikan dilālah nash atas ‘amm dan khas. Sehingga ada dilālah 

‘amm dengan maksud ‘amm, ada pula dilālah ‘amm dengan dua maksud ‘amm 

dan khas, dan ada pula dilālah ‘amm dengan maksud khas. Klasifikasi ini 

adalah dilālah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan 

istilah lain dilālah tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.143 

b. Al-Sunnah 

Menurut Imam al-Syafi’i al-sunnah merupakan sumber hukum yang 

kedua setelah al-Qur’an.Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam 

menginterpretasikan al-Qur’an yang mujmal, mutlaq, dan ‘amm.144 

Imam al-Syafi’i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan al-Qur’an, 

hal ini karena perannya yang amat penting dalam konteks bayān (menjelaskan) 

dan penetapan hukum tersebut.Imam al-Syafi’i berbeda dengan Abu Hanifah 

dan Malik dalam pemakaian hadits ahad.Abu Hanifah secara mutlak 

meninggalkannya, Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah, 

sementara Imam al-Syafi’i secara mutlak menggunakannya selama memenuhi 

kriteria tertentu. 

c. Al-Ijma’ 

                                                           
143  Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Risālah,(Mesir: Maktabah al-Halabi, 1940), hal. 21-23 
144Ibid, hal.190 
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Ijma’ menurut Imam al-Syafi’i ialah “tidak diketahui ada perselisihan 

ulama pada hukum yang dimaksudkan. ”Beliau berpendapat, bahwa meyakini 

telah terjadi persesuaian paham semua ulama, yang dari jumlah banyak ulama 

tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan. 

Imam al-Syafi’i membagi ijma’menjadi dua yaitu ijma’ sarih dan ijma’ 

sukuti. Namun menurut beliau yang dapat dijadikan hujjah adalah ijma’ sarih. 

Hal ini menurutnya, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan 

berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. 

Imam al-Syafi’i menolak ijma’ sukuti karena tidak merupakan kesepakatan 

semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu 

mengindikasikan persetujuan.145 

d. Qaul Sahabat 

Imam al-Syafi’i menggunakan dan mengutamakan perkataan-perkataan 

sahabat atas kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih 

baik dari mujtahid. Beliau beragumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, 

lebih taqwa, dan lebih wara’. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk 

melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya. 

e. Al-Qiyās  

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali 

mengkaji qiyās (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam 

al-Syafi’i.146 Imam al-Syafi’i menempatkan qiyās setelah al-Qur’an, Hadis, 

Ijma’ dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan qiyās dan menolak istiḥsān, 

karena menurutnya barang siapa menggunakan istiḥsān sama halnya membuat 

syari’at dengan hawa nafsu. Syarat-syarat qiyās yang dapat diamalkan menurut 

Imam al-Syafi’i adalah: 

1) Orang yang mengambil qiyās harus mengetahui bahasa arab. 

                                                           
145www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii, dikutip pada tanggal 09 Mei 2018, 

pukul 01.00 wib. 
146 Abu Zahrah , al-Syafi’i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara’uhu wa Fiqhuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 

H/1997, hal. 298 dikutip dari www.googleweblight.com, dikutip pada tanggal 20-07-2016, pukul 16.00 wib.  

http://www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii
http://www.googleweblight.com/
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2) Mengetahui hukum al-Qur’an, farāid, uslūb, nāsikh mansūkh, ‘amm khas, 

dan petunjuk dilālah nash. 

3) Mengetahui sunnah, perkataan sahabat, ijma’ dan ikhtilāf  dikalangan 

ulama. 

4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu 

membedakan masalah yang mirip hukumnya.147 

f. Al-Istishāb  

Ditinjau dari segi bahasa istishāb berarti persahabatan dan kelanggengan 

persahabatan.Imam al-Syaukani dalam kitabnya Irsyād al-Fukhūl 

mengemukakan definisi bahwa istishāb adalah “dalil yang memandang 

tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya.”148 

D. Pendapat Imam al-Syafi’i Tentang Persetujuan Wanita Zina dalam 

Pernikahan. 

1. Pendapat Imam al-Syafi’i 

Imam al-Syafi’i berpendapat wanita yang sudah pernah bersetubuh, baik itu 

dengan jalan berzina maupun dengan pernikahan yang sah kemudian cerai, wanita 

tersebut sudah dianggap sudah janda.Oleh karena itu, wali tidak boleh 

menikahkannya tanpa persetujuan darinya. Adapun persetujuan dari wanita 

tersebut adalah dengan perkataannya secara tegas. 

اكَانتَْاباَلِّغ ااأوَْاغَيْرباَلِّغ اكَانَتْاثيَ ِّب االاَ
يرَة  ن ااصَغِّ اأوَْازِّ يح اأوَْافاَسِّ ُ  عَتْابِّنِّكَاح اصَحِّ ومِّ ُُ يكَُونُااوَإِّذاَا

ابِّإِّذْنِّهَا يجُهَااإلَّ لِّلَْْ ِّاتزَْوِّ
149 

Artinya: Ketika wanita sudah dijimak dengan nikah yang sah maupun rusak, atau 

zina, baik masih kecil maupun sudah baligh atau selain baligh, maka ia 

sudah menjadi janda yang bagi bapak tidak berhak menikahkan tanpa 

seizinnya. 

Pendapat Imam Syafií ini didukung oleh kalangan Hanabilah diantaranya 

oleh al-Bahuti al-Hambali melalui perkataannya: 

                                                           
147 Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Risālah, Op.Cit.,hal. 510-511 
148Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, Ushūl Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum, dkk. (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, Cet. Ke-12, 2008),hal. 450-451 
149Al-Syafií, al-Umm, (Bairut: Daar al-Ma’rifah, 1990), juz 5, h. 19. 
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ابكََارَة ابعَْ ُاَوَطْئِّهَااالْكَلَماُ ن ااأوَْامَعَاعَوْدِّ اوَلوَْاكَانَاوَطْأهََاازِّ افِّياقبُلُ  وَإِّذْنُاثيَ ِّب ابِّوَطْء 
150 

Artinya: dan ijinnya janda sebab sudah disetubuhi di dalam kubulnya, meskipun 

dengan zina, atau bersamaan dengan kembalinya keperawanan setelah 

disetubuhi, adalah dengan perkataannya. 

2. Metode istinbāṭ hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi’i. 

Dalam permasalahan persetujuan wanita zina dalam penikahan, Imam al-

Syafi’i berpegangan pada hadis: 

،احَ َُّثنَاَ ي ُ  عَاناَفِّعَااوحَ َُّثنَاَاقتُيَْبةَُابْنُاسَعِّ ،اسَمِّ لِّ ْْ االْفَ االلهِّابْنِّ ،اعَنْاعَبْ ُِّ اسَعْ ُ  ابْنِّ ياَدِّ سُفْياَنُ،اعَنْازِّ

ابِّنفَاْ اوَسَهَّمَاقاَلَ:الثَّي ِّبُاأحََق  اصَهَّىااللهُاعَهَيْهِّ االنَّبِّيَّ ،اأنََّ اعَبَّاس  اابْنِّ ،ايخُْبِّرُاعَنِّ بَيْر  ُُ نْابْنَا هَاامِّ سِّ

ي ِّهَا،اوَالْبِّكْرُاتسُْتأَمْاَ  151.رُ،اوَإِّذْنهَُااسُكُوتهَُاوَلِّ

Artinya: telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan 

kepada kami Sufyan, dari Zaid bin Saád, dari Abullah bin al-Fadhl, Nafi bin 

Jubair mendengar kabar dari Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: 

“Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Perawan dimintai persetujuan, 

dan persetujuannya adalah diamnya”. 

                                                           
150al-Bahuti al-Hambali, Syarah Muntaha al-Iradat, t.tp: Alam al-Kutub, 1993, juz 2, h. 636. 
151Muslim, Sahih Muslim, Bairut: Daar al-Ihya al-Turats al-Syalabi, t.th, juz 2, h. 1037. 
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BAB IV 

ANALISIS PERBANDINNGAN PENDAPATIMAM AL-SYAFI’I DAN 

IMAM ABU HANIFAH TENTANG PERSETUJUAN DALAM 

PERNIKAHAN BAGI WANITA YANG PERNAH BERZINA SERTA 

RELEVANSI PENDAPAT KEDUA IMAM TERHADAP HUKUM ISLAM 

DI INDONESIA 

A. Analisis Perbandingan Pendapat 

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan tentang pentingnya peran wali 

dalam suatu pernikahan. Akan tetapi, meski kehadiran wali menjadi penting 

dalam sebuah pernikahan, namun wali juga tidak bisa memaksa wanita yang 

sedang dalam perwaliannya untuk menikahi laki-laki pilihan wali. Persetujuan 

wanita tetap diperlukan dalam pengambilan keputusan pernikahan.Nabi Saw 

melarang pernikahan yang wali tidak meminta ijin terlebih dahulu. 

ي يَّاابْنُاأبَِّياإِّسْحَاقَ،اوَأبَوُاسَعِّ االلهِّاالْحَافِّظُ،اوَأبَوُازَكَرِّ االْفَقِّيهُ،اوَأبَوُاعَبْ ُِّ ر  اأاَْبَرَناَاأبَوُاطَاهِّ ُِّ 

ا اعَبْ ُِّ ابْنِّ االلهِّ ابْنُاعَبْ ُِّ ابْنُايعَْقوَُ ،اثناامُحَمَّ ُُ امُحَمَّ ُُ و،اقاَلوُا:اثنااأبَوُاالْعَبَّاسِّ بْنُاأبَِّياعَمْر 

اابْنَاالْحَكاَ اأنََّ ا, اناَفِّع  ،اعَنْ احُسَيْن  ابْنِّ اعُمَرَ ئبْ ،اعَنْ اأبَِّياذِّ اابْنِّ ،اعَنِّ اأبَِّياف ُُيَْك  اابْنُ ،اثنا مِّ

ا اعَهَيْهِّ اصَهَّىااللهُ ِّ اإِّلَىاالنَّبِّي  هَا اأمُ  افذَهََبتَْ اقاَلَ: امَظْعوُن  ابْنِّ اعُثمَْانَ ااَالِّهِّ اابْنةََ جَ اتزََوَّ عُمَرَ

قَهَا،اوَقاَلَ:اوَسَهَّمَ،افَقاَلَتْ:اإِّا اوَسَهَّمَاأنَْايفُاَرِّ اصَهَّىااللهُاعَهَيْهِّ اابْنَتِّياتكَْرَهُاذلَِّكَ،افأَمََرَهُاالنَّبِّي  نَّ

حُواا االلهِّااالْياتااماى"الَاتنُْكِّ هَاابعَْ َُاعَبْ ُِّ َُ ا"،افَتزََوَّ ،افإَِّنْاسَكَتنَْافَهُوَاإِّذْنهُُنَّ رُوهُنَّ حَتَّىاتسَْتأَمِّْ

يرَةاُباْ  152نُاشُعْبةََاالْمُغِّ

Artinya: telah mengabarkan kepada kami Abu Thahir al-Faqih, Abu Abdillah 

al-Khafidz, Abu Zakaria bin Abi Ishak, Abu Saíd bin Abi Ámr, 

mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Abbas 

Muhammad bin Ya’qub, telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Hakim, telah menceritakan 

kepada kami Ibn Abi Fudaik, dari Ibn Abi Dzi’b, dari Umar bin 

Husain, dari Nafi’ bahwasanya Ibn Umar menikahkan anak 

perempuan pamannya kepada Ustman bin Madzún, Nafi’ berkata: 

kemudian ibunya pergi menemui Nabi Muhammad Saw, ibunya 

                                                           
152Al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra, (Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiah, 2003), juz 4, h. 195. 
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berkata: ”Anakku terpakasa nelakukan demikian”. Nabi Saw 

kemudian menyuruhnya memisahkan putrinya dan bersabda: 

”Janganlah kalian semua menikahkan anak yatim sehingga kalian 

meminta persetujuannya. Apabila ia diam, maka diam itu merupakan 

ijinnya”. Maka nabi menikahkan wanita itu setelahnya dengan 

Abdillan al-Mughirah bin Syu’bah. 

Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa Nabi Saw melarang 

menikahkan wanita tanpa dimintai persetujuan terlebih dahulu. Bahkan, dalam 

hadis tersebut Nabi Saw memerintahkan agar memisahkan wanita yang sudah 

dinikahkan namun tanpa melalui persetujuannya. 

Persetujuan wanita sangat penting, terlebih di jaman modern ini, 

karena bagaimanapun dia sendirilah yang akan melaksanakan pernikahan. 

Dalam tradisi hukum Islam persetujuan wanita dibedakan menjadi dua, wanita 

yang masih perawan dan janda. Apabila wanita tersebut masih perawan, maka 

persetujuannya adalah dengan diamnya. Sedangkan bila wanita tersebut sudah 

menjadi janda, maka persetujuannya adalah dengan mengatakannya secara 

langsung. Nabi Saw bersabda: 

عَا ،اسَمِّ لِّ ْْ االْفَ ابْنِّ االلهِّ ،اعَنْاعَبْ ُِّ اسَعْ ُ  ابْنِّ ياَدِّ اسُفْياَنُ،اعَنْازِّ ،احَ َُّثنَاَ ي ُ  ابْنُاسَعِّ
اقتُيَْبةَُ حَ َُّثنَاَ

اوَسَهَّمَاقاَلَ:ا اصَهَّىااللهُاعَهَيْهِّ االنَّبِّيَّ ،اأنََّ اعَبَّاس  اابْنِّ ،ايخُْبِّرُاعَنِّ بَيْر  ُُ ا»ناَفِّعَابْنَا الثَّي ِّبُاأحََق 

نْاوَلِّي ِّهَا،اوَالْبِّكْرُاتسُْتأَمَْرُ،اوَإِّذْنهَُااسُكُوتهَُابِّا هَاامِّ نَفْسِّ
153 

Artinya: telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Saíd, telah 

menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ziad bin Saíd, dari Abdullah 

bin al-Fadhl, Nafi’bin Jubair telah mendengar, ia mengabarkan dari 

Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Janda lebih 

berhak atas dirinya dari pada walinya. Perawan dimintai 

konsultasi.Ijinnya adalah diamnya. 

Berdasarkan hadis tersebut, baik gadis maupun janda sebenarnya 

sama-sama dimintai persetujuaannya terlebih dahulu oleh wali. Jumhur ulama 

juga sepakat bahwa persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya, 

sedangkan janda tidak. Perbedaan pendapat baru terjadi terhadap wanita yang 

                                                           
153Muslim, Shahih Muslim, (Bairut: Daar al-Turats al-Arabi, t.th), juz 2, h. 1037.  
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pernah berzina, apakah persetujuannya adalah dengan diamnya mengingat ia 

belum pernah melakukan akad nikah dan mengarungi kehidupan rumah 

tangga, ataukah persetujuan wanita zina tadi adalah dengan mendengar 

jawabannya secara langsung mengingat ia pernah melakukan hubungan 

seksual yang itu merupakan salah satu tujuan akad pernikahan itu sendiri.  

Menurut al-Syafi’i dalam magnum opusnya, kitab al-Umm, 

berpendapat bahwa wanita yang sudah pernah dijimak, baik dengan nikah 

yang sah maupun nikah yang rusak, atau pernah berzina, baik masih kecil atau 

sudah balig, maka wanita tersebut sudah termasuk dalam kategori tsayyiban  

(janda). Tidak boleh bagi ayah menikahkan wanita tersebut kecuali dengan 

ijinnya. Imam al-Syafi’i berkata:   

اكَانتَْاباَلِّغ ااأوَْاغاَ يرَة  ن ااصَغِّ اأوَْازِّ اأوَْافاَسِّ ُ  يح  اصَحِّ عَتْابِّنِّكَاح  ومِّ ُُ ا اكَانَتْاثيَ ِّب االَاوَإِّذاَ يْرباَلِّغ 

ابِّإِّذْنِّهَا يجُهَااإلَّ يكَُونُالِّلَْْ ِّاتزَْوِّ
154 

Artinya: Ketika wanita sudah dijimak dengan nikah yang sah maupun rusak, 

atau zina, baik masih kecil maupun sudah baligh atau selain baligh, 

maka ia sudah menjadi janda yang bagi bapak tidak berhak 

menikahkan tanpa seizinnya. 

Berdasarkan pernyataan Imam al-Syafi’i di atas, beliau 

mengkategorikan wanita yang sudah dijimak ke dalam kategori janda. 

Argumentasi Imam al-Syafi’i ini berdasarkan hadis: 

اعَبْ ُِّا اعَنْ امَالِّكٌ، ااأاَْبَرَناَ ابْنِّ االلهِّ اعَبْ ُِّ اعَنْ ، م  امُطْعِّ اابْنِّ بَيْرِّ ُُ ا ابْنِّ اناَفِّعِّ اعَنْ ، لِّ ْْ االْفَ ابْنِّ اللهِّ

ي ِّهَا.اوَالْبِّكْرُا نْاوَلِّ هَاامِّ ابِّنَفْسِّ ارَسُولَااللهِّاصهىااللهاعهيهاوسهم،اقاَلَ:االْْيَ ِّمُاأحََق  ؛اأنََّ عَبَّاس 

هَا،اوَإِّذْنهَُااصُمَاتهُاَ  155اتسُْتأَذْنَُافِّيانَفْسِّ

Artinya: telah mengabarkan kepadaku Malik, dari Abdullah bin al-Fadhl, dari 

Nafik bin Jubair bin Muktim, dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya 

Rasulullah Saw bersabda: “Janda lebih berhak atas dirinya daripada 

                                                           
154Al-Syafií, al-Umm, (Bairut: Daar al-Ma’rifah, 1990, juz 5), h. 19. 
155Al-Syafi’i, al-Musnad, (Bairut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1440 H), juz 1,hlm. 172. Lihat juga 

dalam Malik bin Anas, Muwatha’al-Imam Malik, (Bairut: Daar Ihya al-Turats al-Arabi, 1985), juz 2, 

hlm. 524. Lihat juga Musli, Shahih Muslim, Lok. Cit. 
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walinya. Perawan dimintai ijin atas dirinya, dan ijinnya adalah 

diamnya”. 

Hadis tersebut dikomentari oleh Imam al-Syafi’i sebagai berikut: 

اأحََ ُهُُمَا افِّياأمَْرَيْنِّ اوَالثَّي ِّبِّ ابَيْنَاالْبِّكْرِّ اعَهَىاالْفَرْقِّ
ادلََلَةٌ يثِّ افَفِّياهَذاَاالْحَ ُِّ ي  مَاااقاَلَاالشَّافِّعِّ

اإذْنهُُمَااوَهُوَا مْتَافإَِّذْنُاالَّتِّياتخَُالِّفهَُاايكَُونُافِّيهِّ اكَانَاإذْنهَُااالصَّ مْتُافإَِّذاَ االصَّ اإذْنَاالْبِّكْرِّ أنََّ

نَْفسُِّا مَاالِّْ هِّ اأنَْفسُِّ لَيَةِّ افِّياوِّ اأمََرَهُمَا يَاالثَّي ِّبُاوَالثَّانِّياأنََّ اوَهِّ مْتِّ لَفُاالصَّ ااِّ نََّهُ الِّْ مَااالْكَلَمُ هِّ

لَيةَاُالثَّي ِّا افوَِّ ٌْ اُأعَْهمَُادوُنَاالْْوَْلِّياَءِّامُخْتهَِّ اهَهُناَاالَُْْ اوَالَلََّّ ِّاوَالْوَلِّي  نْاالْوَلِّي  امِّ بِّاأنََّهَااأحََق 
156 

Artinya: Imam al-Syafi’i berkata bahwa di dalam hadis ini menunjukan 

perbedaan antara perawan dan janda dalam dua perkara. Pertama, 

mengenai ijin keduanya, yaitu ijin perawan adalah diam. Apabila ijin 

perawan adalah diam, maka ijin perempuan yang berlawanan dengan 

perawan (janda) adalah berbicara, karena berbicara adalah lawan 

diam. Kedua, mengenai perwalian diri keduanya atas diri keduanya 

sendiri adalah berbeda. Perwalian janda adalah bahwasanya ia lebih 

berhak perwaliannya daripada wali dan wali yang dimaksud di sini 

adalah ayah- wallahu a’lam- bukan wali lainnya.   

Menurut Imam al-Syafi’i, berdasarkan hadis tersebut menunjukan 

perbedaan yang sangat kontras antara janda dan perawan. Perbedaan tersebut 

mengenai dua hal: pertama, perbedaan antara perawan dan janda terletak pada 

ijinnya. Ijin perawan adalah diam. Ketika ijin perawan adalah dengan 

diamnya, maka ijin wanita yang berlawanan dengan perawan (janda) adalah 

dengan berbicara, karena lawan diam adalah berbicara. Kedua, perwalian 

keduanya berbeda. Janda lebih kuasa atas dirinya sendiri daripada walinya, 

yakni ayah, sedangkan perawan adalah sebaliknya, yakni wali lebih berkuasa 

atas dirinya daripada dirinya sendiri. 

Dari sini dapat dipahami bahwa Imam al-Syafi’i membedakan antara 

janda dan perawan.Imam al-Syafi’i menganggap bahwa perawan dan janda 

adalah berlawanan. Setiap perawan adalah bukan janda dan setiap janda 

adalah bukan perawan karena redaksi hadis yang menyatakan kata perawan 

dan janda secara bersamaan.Oleh karena itu, konsekuensi dari keduanya 

                                                           
156Al-Syafi’i, al-Umm, Op.Cit, hlm. 179.  
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berbeda.Adapun sejauh penelusuran penulis, penulis tidak menemukan secara 

langsung pengertian al-bikr dan al-tsayib dalam kitab al-Ummnya Imam al-

Syafi’i. Namun, penulis menemukannya dalam kitab karya ulama Syafi’iyah 

lainnya, yaitu: 

:اثيبات،اوأبكار(.اوالثيبامنازالتابكارتهاابوطءاحللاأوحرام،ا والنساءاعهىاضربين

 157والبكراعكسها

Artinya: perempuan digolongkan atas dua macam: janda dan perawan. Janda 

adalah wanita yang hilang keperawanannya karena wathi halal atau 

haram.Perawan adalah sebaliknya. 

Dari definisi Muhammad bin Qasim di atas, nampak jelas perbedaan 

antara kriteria janda dan perawan. Janda adalah orang yang hilang 

keperawanannya karena sudah pernah jimak, baik jimak yang halal (menikah 

secara sah) maupun jimak yang haram. Zina merupakan jimak yang 

diharamkan oleh syariat. Dari sini dapat diketahui bahwa wanita yang pernah 

berzina dianggap sudah menjadi janda, menurut kalangan Syafi’iyah. 

Adapun alasan ulama Syafi’iyah menggolongkan wanita yang pernah 

berzina ke golongan janda adalah sebagai berikut: 

احكماو افيكوناحكمها اذهبتابالجماعافياالنكاح، الو اكما افهو ابالزنا اناذهبتابكارتها

افيالذن. اذهبتا...الثيب الو اكما افهو ابجماع، ابكارتها اذهبت اسهيمة احرة اأنها دليهنا

 158بنكاح

Artinya: jika keperawanan perempuan hilang sebab zina, maka statusnya 

adalah sebagaimana ketika keperawanan itu hilang sebab jimak 

dalam pernikahan. Oleh sebab itu, hukum wanita yang berzina tadi 

adalah (sama seperti) hukum janda dalam hal perijinan nikah.... Dalil 

kami adalah bahwasanya perempuan tersebut merupakan perempuan 

yang merdeka dan selamat yang hilang keperawanannya sebab 

jimak, statusnya seperti halnya perempuan yang hilang 

keperawanannya sebab nikah. 

                                                           
157Muhammad bin Qasim, Fath al-Qarib al-Mujib, (Semarang: Thah Putra, 2002), hlm. 44-45. 
158Al-Nawawi, al-Majmuk Syarh al-Muhazab, (Bairut: Daar al-Fikr, t.th), juz 16, hlm. 170. 
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Alasan ulama Syafi’iyah menggolongkan wanita pezina ke 

golongan janda adalah karena wanita pezina adalah wanita yang merdeka dan 

selamat (dari tidak melakukan hal-hal keji seperti zina), akan tetapi mereka 

kehilangan keperawanannya karena jimak (bukan karena sebab yang lain 

semisal selaput dara robek karena jatuh dari kuda, dan lain-lain). Oleh sebab 

itulah, wanita pezina digolongkan kedalam golongan janda. Adapun statusnya 

dalam perijinan nikah adalah sebagaimana janda, yaitu persetujuannya harus 

melalui ucapannya secara langsung, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Adapun pendapat Imam Abu Hanifah berbeda dengan pendapat 

Imam Syafi’i. Menurut Imam Abu Hanifah ijin wanita pezina cukup dengan 

diamnya sebagaimana ijin wanita yang masih perawan. Hal ini sebagaimana 

yang dijelaskan dalam kitab al-mabsūṭ sebagai berikut: 

نْ ُاَأبَِّيا ينِّاعِّ نْ ُاَالتَّزْوِّ ااإذاَازَنَتْايكُْتفََىابِّسُكُوتِّهَااعِّ اُتعَاَلَىا-حَنِّيفةَاَفأَمََّ مَهاُاللََّّ  159رَحِّ

Artinya: Adapun apabila ia (wanita) berzina, cukup diamnya (sebagai 

persetujuan) ketika menikah menurut Abu Hanifah- 

Rahimakumullah-. 

Perlu ditegaskan lagi oleh penulis di sini bahwa meskipun Imam 

Abu Hanifah tidak memiliki kitab dalam pembukuan fatwanya, akan tetapi 

pendapat di atas benar-benar merupakan pendapat Imam Abu Hanifah yang 

asli. Penulis berkesimpulan demikian karena dalam beberapa kitab dari 

golongan Hanafiyyah memang menyatakan bahwa pendapat tersebut 

merupakan pendapat Imam Abu Hanifah.Di antara beberapa kitab tersebut 

misalnya adalah kitab Bada’i al-Shanai karya Imam al-Kasani. Al-Kasani 

menyatakan bahwa apabila wanita kehilangan keperawanannya karena zina 

maka wanita itu dinikahkan sebagaimana pernikahannya perawan dalam 

pendapat Imam Abu Hanifah. 

اأبَِّياحَنِّيفةََا افِّياقوَْلِّ جُاالْْبَْكَارِّ جُاكَمَااتزَُوَّ ناَافإَِّنَّهَااتزَُوَّ ا(اإذاَازَالَتْاعُذْرَتهَُاابِّالز ِّ  وَأمََّ
160 

                                                           
159Al-Sarkhasi, al-mabsūṭ, (Bairut: Daar al-Ma’rifat, 1993), juz 5, hlm. 7. 
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Artinya: adapun ketika ia (wanita) kehilangan keperawanannya sebab zina, 

maka ia dinikahkan sebagaimana dinikahkannya perawan, dalam 

pendapatnya Abu Hanifah. 

Kitab lain yang juga menjelaskan pendapat Abu Hanifah bahwa 

wanita pezina masih dihukumi sebagaimana perawan adalah kitab al-Hidayah 

fi Syarh Bidayah al-Mubtadi. Dalam kitab al-Hidayah disebutkan: 

وإذاازالتابكارتهاابوثبةاأواحيْةاأواُراحةاأواتعنيسافهيافياحكماالْبكارلْنهاابكرا

الع ُما اتستحيي اولْنها اوالبكرة االباكورة اومنه الها امصيب اأول امصيبها الْن حقيقية

 161الممارسةاولوازالتابكارتهاابزناافهياكذلكاعن ُاأبياحنيفة

Artinya: apabila wanita hilang keperawanannya sebab salto, atau karena kain 

pembalut haidh, atau karena terluka, atau karena menjadi perawan 

tua, maka ia berada dalam hukum perawan. Hal ini disebabkan ia 

masih perawan secara hakikat, karena keadaan yang benar adalah 

keadaan yang awal yaitu karena ia masih perawan dan juga karena ia 

masih merasa malu karena belum praktik. Apabila ia kehilangan 

keperawanan karena zina maka ia masih dihukumi seperti itu (masih 

perawan) menurut pendapat Abu Hanifah. 

Dari ketiga kitab mazhab Hanafi di atas penulis berkesimpulan 

bahwa meskipun Imam Abu Hanifah tidak memiliki kitab, akan tetapi penulis 

tetap meyakini bahwa pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah ini adalah 

wanita yang kehilangan keperawanannya karena zina dihukumi sebagaimana 

wanita yang masih perawan, sebagaimana yang dikutip dalam tiga kitab di 

atas. 

Adapun alasan yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah 

sebagai berikut: 

ا احَنِّيفَةَ اأبَوُ نَّ اتعَاَلَىاا-وَلكَِّ ُ االلََّّ مَهُ الَاا-رَحِّ ا ض  ارِّ اسُكُوتهََا عَلَ َُ ا اإنَّمَا االشَّرْعِّ بُ اصَاحِّ يَقوُلُ

الِّهْبكََاراَ اعَائِّشَةَ ،افإَِّنَّ االْحَياَءِّ هَّةِّ ابَلْالِّعِّ اتعَاَلَىاعَنْهَااا-ةِّ ُ يَااللََّّ ياا-رَضِّ ااأاَْبَرَتْاأنََّهَااتسَْتحَِّ لَمَّ

امَرَّا ناَ افإَِّنَّهَااوَإِّنْاابُْتهُِّيَتْابِّالز ِّ ودةٌَ ُُ امَوْ اهُناَ االْحَياَءِّ
ضَاهَا،اوَغَهَبَةُ اقاَلَ:اسُكُوتهَُاارِّ ينَئِّذ  ة ؛افحَِّ

                                                                                                                                                               
160Al-Kasani, Bada’i al-Shanai, (Bairut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1986), juz 2, hlm. 244. 
161Ali bin Abu Bakar al-Hanafy, al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi, (Bairut: Daar 

Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), juz 1, hlm. 192. 
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اظُهُورَالِّفَا سْتِّنْطَاقِّ افِّياالِّ نََّ مُاحَياَؤُهَاابَلْايَزْداَد؛ُالِّْ ناَالَايَنْع َُِّ هَتْاعَهَىاالز ِّ اأوَْاأكُْرِّ االشَّبَقِّ رْطِّ

نََّهَاا نْهَا؛الِّْ امِّ امَحْمُودٌ سْتِّحْياَءُ االِّ ،اوَهَذاَ سْتِّحْياَءِّ االِّ نْاذلَِّكَاغَايَةَ يامِّ يَاتسَْتحَِّ شَتِّهَا،اوَهِّ فاَحِّ

هَاسَترََتْا  162مَااعَهَىانَفْسِّ

Artinya: akan tetapi Imam Abu Hanifah-semoga Allah senantiasa memberikan 

rahmat kepadanya- berkata: “Pemilik syariat bahwasanya 

menjadikan diamnya wanita sebagai (tanda) kerelaannya (untuk 

dinikah) adalah bukan karena (alasan) keperawanannya, melainkan 

karena alasan kemaluannya (sifat malu yang melekat kepada wanita). 

Karena sesungguhnya Aisyah-semoga Allah senantiasa memberikan 

ridho kepadanya- ketika mengabarkan bahwasanya dia merasa malu, 

maka seketika itu juga pemilik syariat bersabda: “Diamnya Aisyah 

merupakan (tanda bagi) kerelaannya (untuk dinikah)”. Sifat malu di 

sini nampak wujud. Oleh karena itu, sesungguhnya ketika ia (wanita) 

walaupun dicoba dengan zina sekali karena kelalaian besar nafsunya 

atau ia (wanita) dipaksa berzina, maka sifat kemaluannya tidak 

hilang, melainkan justru malah bertambah. (Oleh sebab itu ijinnya 

adalah dengan diamnya) karena di dalam olehnya mengucapkan 

(ijinnya) menunjukkan keburukannya (karena ia berzina), (justru 

yang terjadi adalah) dia merasa lebih malu karena perbuatan zina itu 

(daripada malunya perawan). Rasa malu ini justru merupakan 

tindakan terpuji darinya, karena ia menutupi sesuatu (aib zina) yang 

ada pada dirinya. 

Dari pernyataan yang dikutip oleh al-Kasani di atas dapat 

disimpulkan bahwa alasan Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa ijin dari 

wanita zina adalah dengan diamnya- sebagaimana ijinnya perawan, bukan 

janda sebagaimana pendapat Imam Syafi’ï- adalah bahwasanya Imam Hanafi 

memahami maksud dari pemilik syariat (Nabi Muhammad Saw) menetapkan 

ijin bagi perawan yaitu dengan diamnya bukan karena sifat perawan yang 

melekat kepadanya. Akan tetapi, Nabi Saw menetapkan ijin perawan adalah 

dengan diamnya karena sifat malu yang melekat kepada wanita. Hal ini dapat 

dibuktikan ketika Aisyah mengatakan bahwa ia merasa malu untuk menerima 

lamaran lantas Nabi Muhammad Saw menetapkan ijinnya untuk menerima 

lamaran adalah dengan diamnya. Secara lengkap hadis yang digunakan oleh 

Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:   

                                                           
162Al-Sarkhasi, al-mabsūṭ, Lok.Cit. 
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ابْنِّا بِّيعِّ االرَّ ابْنُ اعَمْرُو اأبَِّيااحَ َُّثنَاَ اعَنْ امُهَيْكَةَ، اأبَِّي اابْنِّ اعَنِّ االهَّيْثُ، اأاَْبَرَناَ اقاَلَ: ق ، طَارِّ

ياقاَلَ:ا اتسَْتحَِّ االبِّكْرَ اإِّنَّ ،ِّ االلََّّ ارَسُولَ اياَ اقاَلَتْ: اأنََّهَا اعَائِّشَةَ، اعَنْ اعَائِّشَةَ، امَوْلَى و، عَمْر 

ضَاهَااصَمْتهَُا رِّ
163. 

Artinya: telah menceritakan kepada kami Amr bin al-Rabi’ bin Thariq, ia 

berkata: telah mengabarkan kepada kami al-Laits, dari Ibn Abi 

Mulaikah, dari Abi Amr yang menjadi budak merdekanya Aisyah, 

dari Aisyah bahwasanya ia berkata: “Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya perawan merasa malu”. Rasulullah bersabda: 

“Kerelaannya adalah diamnya”.  

Hadis di atas diriwayatkan juga oleh Imam al-Bukhari sehingga 

dapat dijadikan hujjah. Berdasarkan hadis di atas, Imam Abu Hanifah 

berpendapat bahwa dasar yang dijadikan Nabi Saw mengenai ijin wanita 

perawan dengan diamnya adalah karena ia memiliki sifat malu. Sifat malu 

inilah sebenarnya yang melatar belakangi penetapan Nabi Muhammad Saw 

bahwa ijin wanita perawan adalah dengan diamnya, bukan karena ia masih 

perawan sebagaimana yang dijadikan pegangan oleh mazhab Syafi’i. Sifat 

malu ini tidak akan hilang pada diri wanita melainkan justru bertambah sifat 

malunya ketika ia melakukan zina. Baik ia berzina karena memang sedang 

diuiji karena besarnya nafsu yang ia miliki, ataupun karena ia terpaksa 

berzina. Oleh karena sifat malu itu yang menjadikan sebab ijinnya adalah 

dengan diamnya, maka ketika ia berzina ijinnya masih tetap dengan diamnya 

karena ia justru bertambah malu karena sudah melakukan perbuatan keji 

(zina). Perbuatan menutupi keburukan, dengan diamnya si wanita karena telah 

berbuat zina, justru merupakan tindakan yang terpuji karena telah menutupi 

keburukan. 

Adapun penulis tidak menemukan komentar Imam Syafi’i di kitab 

beliau, al-Umm. Tetapi, penulis menemukan hadis tersebut dikomentari oleh 

kalangan Syafi’iyah dan hadis itu disikapi hanya mengenai wanita, baik 

perawan ataupun janda dimintai izinnya ketika akan dinikahkan, bukan pada 

                                                           
163 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (t.k: Daar Thauq al-Najah, 1422 H), juz 7, hlm. 17. 
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sifat malu seperti yang ditekankan oleh Imam Abu Hanifah. Adapun komentar 

itu adalah sebagai berikut:  

النهىاعنانكاحاالثيباقبلاالستئمار،اوعنانكاحاالبكراقالاابناالمنذر:افىاهذااالح ُيثا

قبلاالستئذان،اودلاهذااالح ُيثاعهىاأناالبكراالتىاأمراباستئذانهااالبالغ،اإذالامعنىا

 164لستئذانامنالاإذنالها

Artinya: Ibn Mundzir berkata: “Dalam hadis ini menunjukan larangan 

menikahkan janda sebelum dimintai perintahnya dan (larangan) 

menikahkan perawan sebelum dimintai ijinnya. Hadis ini juga 

menunjukkan bahwa seorang perawan yang dimintai ijinnya adalah 

sudah baligh, karena tidak ada artinya meminta ijin kepada orang 

yang tidak punya ijin. 

Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah tentang 

perbuatan menutupi keburukan merupakan perbuatan yang terpuji adalah:  

ااعْترََفَاعَهَىا ل  ُُ ارَ اأسَْهمََ،اأنََّ ابْنِّ أاَْبَرَناَاأبَوُامُصْعبَ ،اقاَلَ:احَ َُّثنَاَامَالِّكٌابناأنس،اعَنْازَيْ ُِّ

اعَهَى ناَ ابِّالز ِّ هِّ اانَفْسِّ اعَهَيْهِّ ُ االلََّّ اصَهَّى ِّ االلََّّ ارَسُولُ اف َُعََا اوَسَهمََ، اعَهيَْهِّ ُ االلََّّ اصَهَّى االنبي عَهْ ُِّ

اتقُْطَعْاثمََرَتهُُ،ا المَْ ي ُ  ُِّ َُ ا ،افَقاَلَ:افوَْقَاهَذاَ،افأَتُِّيَابِّسَوْط  امَكْسُور  ،افأَتُِّيَابِّسَوْط  ابِّسَوْط  وَسَهمََ

اقاَلَ:اأيَ هَااالنَّاسُ،اق َُْافَقاَلَ:ابيناهَذيَنافأَتُِّيَابِّسَوْط ا افجَُهِّ َُ،اثمَُّ اوَلنََ،افأَمََرَابِّهِّ بَابِّهِّ ،اق َُْارُكِّ

ا ترِّْ ابِّسِّ افهَْيسَْتتَِّرْ اشَيْئ ا، االْقاَذوُرَاتِّ هِّ اهَذِّ نْ امِّ اأصََاَ  امَنْ ،ِّ االلََّّ احُ ُوُدِّ اعَنْ اتنَْتهَُوا اأنَْ الكَُمْ آنَ

ِّا اللََّّ
165. 

Artinya: telah mengabarkan kepada kami Abu Musab, telah menceritakan 

kepada kami Malik bin Anas, dari Zaid bin Aslam, bahwasanya 

seorang laki-laki terkenal dirinya adalah pezina. Kemudian Nabi Saw 

menghukum laki-laki itu dengan cambuk. Kemudian Nabi diberikan 

cambuk yang telah dipecah, kemudian Nabi bersabda: “Di atas ini 

(besarnya)”. Kemudian Nabi diberi cambuk baru yang belum 

dipotong simpul ujung cambuknya. Nabi bersabda: “Di antara 

keduanya (besarnya)”. Kemudian Nabi diberikan cambuk (yang 

sesuai).Sungguh dipukul lututnya dan tidak keras. Kemudian Nabi 

menyuruh (laki-laki itu) dicambuk. Kemudian Nabi Saw bersabda: 

                                                           
164 Ibn Bathal, Syarah Shahih al-Bukhari li Ibn Bathal, (Riyadh: Maktabah al-Rasyad, 

2003), juz 7, hlm. 252. 
165Malik bin Anas, Muwatha’ al-Imam Malik, (t.k: Muassisah al-Risalah, 1412 H), juz 2, 

hlm. 22. 
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“Wahai manusia, Sesungguhnya sekarang bagimu sampai pada 

hukum Allah. Barang siapa menimpa kepadanya perbuatan keji, 

maka hendaknya ia menutupi dengan tutup Allah.  

Dari berbagai pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan 

Imam Syafi’i menetapkan ijin wanita yang pernah berzina adalah dengan 

persetujuannya sacara langsung dan disamakan dengan janda adalah sebagai 

berikut: 

1. Imam Syafi’i menetapkan bahwa wanita yang pernah zina adalah 

janda. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw tentang perizinan 

wanita yang hanya berisikan perawan dan janda. Dalam mazhab 

Syafi’í juga berlaku bahwa wanita ada dua macam; perawan dan 

janda. Janda adalah wanita yang sudah pernah jimak, baik jimak 

yang sah maupun haram, sedangkan perawan adalah sebaliknya. 

Adapun wanita pezina sudah melakukan jimak sehingga 

dikategorikan janda secara hakikatnya. 

2. Alasan Imam Syafi’i menetapkan ijin wanita pezina adalah seperti 

janda karena wanita pezina sebenarnya merupakan wanita yang 

merdeka dan selamat dari perbuatan zina. Akan tetapi, ia tetap 

melakukan perbuatan zina. 

3. Hadis yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah sebagai legitimasi 

bahwa sebenarnya sifat malu lah yang menjadi alasan Nabi Saw 

menetapkan ijin perawan adalah dengan diam, disikapi oleh Imam 

Syafi’i bahwa hadis tersebut hanya menunjukan wanita baik janda 

maupun perawan harus dimintai ijinnya ketika hendak menikah. 

Adapun Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa ijin wanita zina adalah 

cukup dengan diamnya sebagaimana perawan adalah karena: 

1. Hadis dari Aisyah yang menyatakan bahwa perawan merasa malu 

kemudian Nabi Saw mengatakan bahwa ijinnya adalah diamnya. 

Illat dari pemilik syariat tentang diamnya perawan merupakan 

ijinnya adalah sifat malu yang melekat pada wanita itu sehingga dia 

tidak mampu mengatakan secara langsung. Sifat malu itu tidak akan 
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hilang pada wanita pezina malah justru bertambah karena ia sudah 

melakukan hal keji (zina), sehingga ia tidak mungkin ijinnya adalah 

mengatakan secara langsung karena sifat malu yang ada padanya. 

2. Perbuatan wanita pezina yang ketika akan dinikah tidak mengatakan 

secara langsung sebagai ijinnya adalah perbuatan yang terpuji, 

karena ia telah menutupi dan tidak menyebarluaskan perbuatan 

jelek yang telah dilakukannya.  

Dari berbagai penuturan di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan 

pendapat antara Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah adalah pada aspek 

isyarat al-nash atau pemahaman pada hadis saja. Hal ini dikarenakan hadis 

yang dijadikan dasar argumen oleh Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah 

adalah sama, yaitu hadis yang menyatakan bahwa ijin perawan adalah dengan 

diamnya. Pemahaman Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah saja yang berbeda. 

Dalam tradisi hukum Islam, permasalahan ini sebenarnya dapat 

diselesaikan melalui jalan ta’āruḍ al-adillah. Ta’āruḍ secara bahasa berarti 

pertentangan antara dua perkara. Secara istilah adalah dua dalil yang salah 

satunya menunjukan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditunjukkan 

oleh dalil yang lainnya. Dalam menyikapi ta’āruḍ, perlu ditekankan di sini 

bahwa pada hakikatnya tidak ada kontradiksi antara dua ayat atau dua Hadis, 

akan tetapi yang kontradiktif itu hanya secara lahiriyahnya saja sesuai yang 

bisa ditangkap oleh akal166. 

Kontradiksi dua dalil syara’ tidak dapat terjadi kecuali dalam dua dalil 

yang sama kuatnya. Apabila dua antara dua dalil yang bertentangan tadi ada 

yang lebih kuat, maka yang diamalkan adalah dalil yang lebih kuat. Oleh 

karena itu, kontradiksi hanya terjadi dalam al-Qur’an dengan al-Qur’an, Hadis 

dengan Hadis, dan qiyas dengan qiyas. Berikut ini contoh ta’āruḍ al-adillah 

ayat dan hadis seperti yang dicontohkan oleh Sapiudin167. 

Terjadi perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyyah dan Syafi’iyyah 

dalam menyelesaikan ta’āruḍ al-adillah.Perbedaan keduanya hanya dalam 

                                                           
166 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 231. 
167Ibid.,hlm. 232 



70 
 

 

masalah urutan saja. Menurut Hanafiyyah, cara menyelesaikan pertentangan 

dua dalil urutannya adalah sebagai berikut: 

a) Nasakh 

b) Tarjih 

c) Al-Jam’u wa al-Taufiq 

d) Tasaqut. 

Adapun menurut Syafi’iyyah cara menyelesaikan pertentangan dua dalil 

berturut-turut sebagai berikut: 

a) Al-Jam’u wa al-Taufiq 

b) Tarjih 

c) Nasakh 

d) Tasaqut168 

Dalam permasalahan ini, menurut hemat penulis adalah langsung 

diselesaikan dengan metode al-jam’u wa al-taufiq. Hal ini menurut penulis 

disebabkan karena hadis yang digunakan oleh Imam al-Syafi’i dan Imam Abu 

Hanifah sama, sehingga metode nasakh dan tarjih tidak lagi diperlukan. Al-

jam’u wa al-taufiq adalah mengumpulkan dalil-dalil yang terlihat kontradiktif, 

kemudian mengkompromikannya. Hasil kompromi inilah yang dijadikan 

landasan hukum. Al-Jam’u bertujuan untuk menemukan titik-titik perbedaan 

dan persamaan, sedangkan al-taufiq adalah usaha mengkompromikan hasil 

dari al-jam’u tadi.169 

Menurut Imam Syafi’i, hadis tersebut menunjukkan perbedaan yang 

jelas antara perawan dan janda. Janda adalah wanita yang kehilangan 

keperawanannya, baik dengan jimak halal (nikah sah) maupun jimak yang 

haram (zina). Adapun perawan adalah wanita yang belum pernah dijimak. 

Juga, hadis tersebut menunjukan bahwa wanita, baik janda maupun perawan 

harus dimintai izinnya ketika akan dinikahkan.  

                                                           
168Ibid., hlm. 236 
169Ibid.,hlm. 244 
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Adapun menurut Imam Abu Hanifah hadis tersebut menunjukan bahwa 

alasan Nabi Saw menetapkan izin perawan cukup dengan diam, karena 

perawan mempunyai rasa malu untuk mengatakan secara langsung. Sifat malu 

ini justru akan bertambah ketika ia sudah melakukan zina karena zina 

merupakan perbuatan yang buruk. Oleh sebab itu, menurut Imam Abu Hanifah, 

izin wanita yang pernah berzina adalah dengan diamnya karena ia memiliki 

rasa malu untuk menutupi perbuatannya. 

Menurut penelusuran penulis, terdapat juga perbedaan pendapat 

antara Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah dalam masalah izin wanita 

zina adalah mengenai kategori zina yang dijadikan dasar. 

Izin wanita yang pernah berzina adalah dengan pernyataan tegas 

sebagaimana izinnya janda menurut Imam al-Syafi’i adalah bahwa wanita 

yang berzina itu merupakan wanita yang merdeka dan selamat dari melakukan 

hal-hal keji. Hal ini sebagaimana dijelaskan: 

 170دليهنااأنهااحرةاسهيمةاذهبتابكارتهاابجماع،افهواكماالواذهبتابنكاح....

Artinya: ...dalil kami adalah bahwasanya perempuan tersebut merupakan 

perempuan yang merdeka dan selamat yang hilang keperawanannya 

sebab jimak, statusnya seperti halnya perempuan yang hilang 

keperawanannya sebab nikah. 

Adapun Imam Abu Hanifah pezina yang dimaksud di sini adalah 

pezina yang sedang mendapat cobaan berzina karena besar syahwatnya atau 

wanita tersebut terpaksa melakukan zina. Hal ini sebagaimana disebutkan: 

احَياَؤُهاَ مُ ايَنْع َُِّ الَ ناَ اعَهَىاالز ِّ هَتْ اأكُْرِّ اأوَْ االشَّبَقِّ الِّفَرْطِّ ة ؛ امَرَّ ناَ ابِّالز ِّ اابُْتهُِّيَتْ اوَإِّنْ ابَلْافإَِّنَّهَا ا

 ايَزْداَدُا

Artinya: wanita itu, walaupun ia diuji dengan zina sekali karena besar 

syahwatnya atau terpaksa melakukan zina, tidak akan hilang rasa 

malunya melainkan bertambah.  

                                                           
170 Al-Nawawi, al-Majmuk Syarh al-Muhazab, (Bairut: Daar al-Fikr, t.th), juz 16, hlm. 

170. 
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Melalui metode al-jam’u wa al-taufiq perbedaan tadi dapat 

dikompromikan menjadi seperti berikut: 

1. Wanita yang pernah berzina ketika hendak dinikahkan tetap 

harus dimintai persetujuannya. 

2. Persetujuan wanita zina yang dia sudah terbiasa melakukan 

zina, padahal dia merupakan wanita merdeka dan bisa saja 

tidak berbuat zina, adalah dengan mengucapkannya secara 

langsung sebagaimana pendapat Imam Syafi’i. 

3. Persetujuan wanita zina yang ia sedang mendapatkan cobaan 

melakukan zina karena belum bisa menikah atau wanita itu 

terpaksa berzina persetujuannya adalah dengan diamnya 

sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah.  

NO PERSAMAAN PERBEDAAN 

1. 

 

 

 

Imam Abu Hanifah dan Imam al-

Syafi’i sepakat bahwa persetujuan 

wanita masih tetap dipertimbangkan 

dalam pengambilan keputusan suatu 

pernikahan. 

Hukum meminta persetujuan dalam 

pernikahan menurut Imam Abu 

Hanifah, Wajib. Sedangkan Imam 

al-Syafi’i untuk perawan, sunnah, 

dan untuk janda, wajib. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Persetujuan wanita dibedakan sesuai 

statusnya, janda; dengan pernyataan 

tegas, gadis; dengan diamnya. 

 

 

 Persetujuan wanita yang pernah 

melakukan zina. Imam Abu Hanifah 

persetujuannya seperti perawan 

(diam) Sedangkan Imam al-Syafi’i 

seperti janda (pernyataan tegas)  
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3. Wanita yang belum baligh dan 

masih perawan, kedua Imam sepakat 

ada haq ijbar bagi wali mujbirnya. 

 

Wanita yang sudah baligh dan 

berstatus perawan. Menurut Imam 

Syafi’i masih ada haq ijbar bagi 

wali mujbirnya, sedangkan Imam 

Abu Hanifah  sudah tidak ada 

(mutlak). 

 

4. Wanita baligh yang statusnya janda, 

kedua ulama’ sepakat tidak ada lagi 

hak ijbar bagi walinya. 

 

 

Hak Ijbar menurut Imam Syafi’i 

hanya ada pada ayah dan kakek, 

sedangkan Imam Abu Hanifah 

dimiliki seluruh wali, dengan 

catatan gadis tersebut masih kecil 

atau belum baligh. 

 

B. Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah Tentang Persetujuan 

Wanita Yang Pernah Berzina Terhadap Hukum Islam di Indonesia 

Dalam hukum Islam di Indonesia, permasalahan ijin wanita tidak 

diatur secara rinci. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 6 ayat 1 hanya disbutkan bahwa perkawinan harus 

mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai 171 . Perincian baru 

dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 disebutkan: 

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai 

2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan 

tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa 

diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas. 

KHI hanya menjelaskan bentuk persetujuan calon mempelai wanita 

yang telah diatur sebelumnya dalam UU Perkawinan yaitu berupa pernyataan 

tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, dan juga dapat berupa diam 

dalam artian tidak ada penolakan yang tegas dari mempelai wanita. Artinya, 

                                                           
171 UU Perkawinan Pasal 6 ayat 1: Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai. 
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baik KHI maupun UU Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci wanita 

seperti apa dan persetujuannya bagaimana.  

Berdasarkan hal ini menurut penulis pendapat Imam Syafi’i dan 

Imam Abu Hanifah dapat dijadikan refrensi mengenai persetujuan mempelai 

wanita karena lebih rinci. Persetujuan wanita yang masih perawan adalah 

dengan diamnya, meskipun dalam masyarakat Indonesia wanita yang masih 

perawan pun sudah terbiasa menyatakan penerimaan dengan cara menyatakan 

langsung. Sedangkan persetujuan janda adalah dengan pernyataan tegas. 

Adapun persetujuan wanita zina diperinci;  

1. Apabila ia berzina dengan sadar padahal ia dapat 

menghindarinya karena ia termasuk wanita merdeka dan 

selamat dari perbuatan zina, maka ijinnya adalah dengan 

pernyataan tegas sebagaimana janda sesuai pendapat Imam 

Syafi’i. Hal ini bertujuan agar pihak mempelai pria dapat 

mengetahui bahwa wanita yang akan dilamarnya bukanlah 

seorang wanita yang masih perawan, melainkan sudah pernah 

melakukan hubungan seksual. 

2. Apabila ia berzina karena terpaksa atau karena sedang 

mendapatkan cobaan melakukan zina disebabkan ia 

mendapatkan syahwat yang besar, maka ijinnya adalah dengan 

diamnya sebagaimana perawan sesuai pendapat Imam Abu 

Hanifah. Hal ini dikarenakan wanita itu berzina bukan karena 

keinginannya sendiri, melainkan ia sedang mengalami 

musibah. Wanita yang seperti ini masih akan merasa malu 

apabila dilamar sebagaimana perawan. Oleh karena ia berzina 

karena mendapatkan musibah, maka sebaiknya kita sebagai 

umat Islam menutupi aibnya. Dengan menjadikan ijinnya 

adalah diam, maka ia bisa terhindar dari rasa malu yang lebih 

besar. 
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Mengenai izin wanita yang pernah berzina, penulis cenderung 

memilih pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa wanita yang pernah 

berzina izinnya adalah menyatakan secara langsung sebagaimana janda adalah 

yang paling relevan dengan hukum Islam yang ada di Indonesia. Hal ini 

dikarenakan oleh beberapa alasan: 

1. Keperawanan masih menjadi hal yang penting bagi masyarakat 

Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada perbedaan perlakuan 

pada wanita yang masih perawan dan yang sudah tidak 

perawan dalam masyarakat dari segi mahar dan status sosial. 

Apabila izin wanita yang sudah berzina adalah diam 

sebagaiman perawan seperti yang disampaikan oleh Imam Abu 

Hanifah, maka tidak akan diketahui mana wanita yang masih 

perawan dan mana wanita yang sudah tidak perawan. 

2. Pergaulan bebas yang sudah menyebar luas. Terbukti pada 

tahun 2002, masyarakat dikejutkan oleh hasil survey oleh LSM 

yang menyatakan bahwa 97% mahasiswi di Yogyakarta sudah 

tidak perawan atau dengan kata lain sudah pernah melakukan 

hubungan seks pada saat kuliah di kota Gudek172. Pada tahun 

2009 seperti dimuat dalam Viva.co.id, Komisi Nasional 

(Komnas) Anak menyatakan bahwa sebanyak 62,7% remaja 

SMP/SMA sudah pernah melakukan hubungan seks pra 

nikah 173 . Apabila wanita malah menutupi tindakan zina 

tersebut, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, maka akan 

dikhawatirkan praktik zina akan bertambah pelakunya. Oleh 

karena itu, wanita yang sudah berzina ketika akan dinikahkan 

ijinnya adalah pernyataan langsung sebagaimana pendapat 

Imam Syafi’i sehingga diharapkan praktik zina akan berkurang 

                                                           
172 http://www.sehatki.com/mahasiswi-di-yogyakarta.htm 
173 http://nasional.news.viva.co.id/news/read/35193-62-persen-remaja-indonesia-tidak-

perawan 
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karena wanita akan merasa malu bila ketahuan sudah berzina 

sebelum menikah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat 

disimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi’i tentang izin wanita yang pernah 

berzina adalah dengan pernyataan langsung sebagaimana izin janda. Alasan 

Imam Syafi’i adalah Hadis Rasulullah Saw tentang perijinan wanita yang 

hanya berisikan perawan dan janda. Dalam mazhab Syafi’i juga berlaku 

bahwa wanita ada dua macam; perawan dan janda. Janda adalah wanita yang 

sudah pernah bersetubuh, baik secara sah maupun haram, sedangkan perawan 

adalah sebaliknya. Adapun wanita yang pernah berzina sudah melakukan 

persetubuhan sehingga dikategorikan janda secara hakikatnya. Alasan 

selanjutnya Imam Syafi’i menetapkan izin wanita pezina seperti janda karena 

wanita tersebut sebenarnya merupakan wanita yang merdeka (baca; terhormat) 

dan selamat dari perbuatan zina, akan tetapi ia tetap melakukan perbuatan 

zina. Sedangkan Hadis yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah sebagai 

legitimasi bahwa sebenarnya sifat malulah yang menjadi alasan Nabi Saw 

menetapkan izin perawan adalah dengan diam, disikapi oleh Imam Syafi’i 

bahwa hadis tersebut hanya menunjukan wanita baik janda maupun perawan 

harus dimintai izinnya ketika hendak menikah. 

Pendapat Imam Abu Hanifah adalah dengan diamnya sebagaimana izin 

wanita yang masih perawan. Adapun alasan Imam Abu Hanifah adalah Hadis 

dari Aisyah yang menyatakan bahwa perawan merasa malu kemudian Nabi 

Saw mengatakan bahwa izinnya adalah diamnya. Illat dari pemilik syariat 

tentang diamnya perawan merupakan izinnya adalah sifat malu yang melekat 

pada wanita tersebut sehingga dia enggan mengatakan secara langsung. Sifat 

malu itu tidak akan hilang pada wanita yang melakukan zina, malah justru 

bertambah karena ia sudah melakukan hal keji (zina), bahkan dengan tidak 

mengatakan secara langsung adalah perbuatan yang terpuji, karena ia telah 
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menutupi dan tidak menyebarluaskan perbuatan jelek yang telah 

dilakukannya. 

Melalui metode al-jam’uwa al-taufiq perbedaan tadi dapat 

dikompromikan menjadi seperti berikut, wanita zina ketika hendak dinikahkan 

tetap harus dimintai persetujuannya. Persetujuan wanita zina yang dia sudah 

terbiasa melakukan zina, padahal dia merupakan wanita merdeka dan bisa saja 

tidak berbuat zina, adalah dengan mengucapkannya secara langsung 

sebagaimana pendapat Imam Syafi’i. Sedangkan persetujuan wanita yang 

sedang mendapatkan cobaan melakukan zina karena belum bisa menikah atau 

wanita itu terpaksa berzina persetujuannya adalah dengan diamnya 

sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah. Penulis cenderung memilih 

pendapat Imam Syafi’i yang paling relevan dengan hukum Islam yang ada di 

Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan, keperawanan masih 

menjadi hal yang penting bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan 

pada perbedaan perlakuan pada wanita yang masih perawan dan yang sudah 

tidak perawan dalam masyarakat dari segi mahar dan status sosial. Apabila ijin 

wanita yang sudah berzina adalah diam sebagaimana perwana seperti yang 

disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, maka tidak akan diketahui mana wanita 

yang masih perawan dan mana wanita yang sudah tidak perawan. Alasan 

selanjutnya praktik zina yang sudah menyebarluas, hal ini dapat dibuktikan 

dengan banyaknya kasus perzinaan di Indonesia. Apabila wanita malah 

menutupi tindakan zina tersebut, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, 

maka akan dikhawatirkan praktik zina akan bertambah pelakunya. Oleh 

karena itu, wanita yang sudah berzina ketika akan dinikahkan izinnya adalah 

pernyataan langsung sebagaimana pendapat Imam Syafi’i sehingga 

diharapkan praktik zina akan berkurang karena wanita akan merasa bersalah 

bila ketahuan sudah berzina sebelum menikah. 
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B. Saran-saran 

Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Wanita yang hendak dinikahkan harus dimintai persetujuannya 

terlebih dahulu, baik masih perawan ataupun sudah janda.  

2. Mengenai wanita yang sudah berzina sebaiknya bentuk 

perizinannya dengan pernyataan tegas, sebab sebagian ulama 

mengatakan bahwa pernikahan bisa dibatalkan seandainya wanita 

tersebut menolak perjodohan dari walinya. 

 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Swt  penulis bisa menyelesaikan 

skripsi ini. Penulis mengakui bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam 

skripsi ini.Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan sarannya. 
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